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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM P ASAL 11.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERVSAKAN 

HUT AN KAIT ANNY A DENGAN POTENSI KEKOSONGAN HUKUM 
DALAM PERSPEKTIF PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN 

OIJEH PPNS KEMENTERIAN KEHUTANAN Rl 

Nama 
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Program 
Pembimbing I 
"Pembimbing ll 

: Palber Turnip 
: 141803019. 
: Magister Hukum 
: Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH 
: Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum 

Dcgradasi hutan Indonesia menunjukkan gejala meningkat dari tahun
ketahun. Rutan Indonesia tefah dibabat untuk kepentingan pertanian, 
pertambangan, perkebunan dan pembangunan sarana-prasarana, baik yang 
memiliki ijin yang sah maupun yang illegal. Salah satu penyebab utama 
kehancuran hutan Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, 
yang salah satunya diyakini adalah pengaruh dari peraturan perundang-undangan 
yang ada masih kurang baik. Terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 
Tentang Pencegahan dan Pembcrantasan Perusakan Hutan yang diundangkan 
sejak Tanggal 06 Agustus 2013, telah menyatakan mencabut dan tidak berlaku 
beberapa aturan delik pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan yang diduga dapat mengakibatkan adanya potensi Kekosongan 
Hukum, yang dapat rnemicu peningkatan ancaman bagi perusakan hutan. Untuk 
itu diperlukan upaya untuk mengisi kekosongan hukum dimaksud guna 
mengurangi potensi terjadinya perusakan hutan. Penelitian ini adalah penelitian 
Yuridis Normatif dengan tipologi penelitian sinkronisasi hukum dan peraturan. 
Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitif. Data-data dalam penelitian 
didapat dari data primer, data sekunder dan data tersier yang dikumpulkan dengan 
cara peninjauan literature di pcrpustakaan dan pengumpulan data lapangan 
rnelalui daftar isian (tally sheet) dan wawancara (interview). Dari data yang 
dikumpulkan, dianalisa lalu dapat kesimpulan bahwa terbitnya undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2013 telah merubah aturan yang sudah baik di Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 1999 yang mana hal tersebut dapat rnenyebabkan terjadinya 
kekosongan hukum dengan kondisi tidak adanya aturan yang mengikat terhadap 
suatu tindakan yang dapat rnerusak hutan. 

Kata Kunci : Penyidik. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kch.utanan RI 
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ABSTRACT 

LEGAL ANAL YSlS OF ARTICLE 112 OF LAW NUMBER 18 OF 2013 ON 
PREVENTING AND COMBATING FOREST DESTRUCTION WITH 

RES11ECT TO THE POTENTIAL LEGAL VOID IN FORESTRY 
PERSPECTIVE CRIME lNVESTlGATION BY THE MINISTRY 

Name 
NPM 

OF FORESTRY PPNS Rl 

: Palber Turnip 
: 141803019 

Program : Master of Law 
Academic adviser I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH 
Academic adviser II : Dr. Dedi Harianto., SH., M .Hum 

Indonesian forest degradation symptoms increased from year to year. 
Indonesia's forests have been ch:;ared for the benefit of agriculture, mining, 
plantation and construction of infrastructure, both of which have a legal permit 
or illegaL One of the main causes of the destruction of Indonesia's forests is the 
lack of law enforcement in Indonesia, one of which is believed is the effect of 
the legislation that is sti11 not good.The issuance of Law No. 18 Year 2013 
concerning the Prevention and Combating Deforestation-promulgated date of 
August 6, 2013, has declared unplug and do not apply some rules of the offense 
in Law No. 41 of 1999 on Forestry aUcgedly can lead to potential Emptiness 
Law, which can lead to increased threats to forest destruction. Therefore, efforts 
to fill the legal vacuum intended to reduce the potential destruction of forests. 
This research is normative juridical typology synchronization research laws and 
regulations. While the nature of the research is descriptive analitif. The data in 
the study obtained from the primary data, secondary data and tertiary data is 
collected by means of a review of literature on library and field data collection 
through a questionnaire (tally sheet) and interview (interview). From the data 
collected, analyzed, and then can be concluded that the issuance of Law No. 18 
Year 2013 has changed the rules that have been good in Law No. 4 1 of 1999 
which would cause a vacuum in the law with the absence of binding rules to a 
acts that could destroy the forest. 

Keyword : The Ministry ofForestry PPNS Rl 
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DAFTAR SINGKATAN 

1. UUD :::: UNDANG-UNDANG DASAR 

2. uu = UNDANG-UNDANG 
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4. KSDAE ;:;: KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 

5. P3H = PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 

6. DPR = DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

7. MA = MAHKAMAH AGUNG 

8. MK = MAHKAMAH KONSTITUSI 
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A. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Menurut Hadi S Alikodra, selama kurun waktu 15 tahun 

kerusakan hutan di dunia mencapai 148.000.000 (seratus empat puJuh 

delapan juta) hektar. Ada lima negara terbesar yang mcngalam.i 

kerusakan, Brazil diurutan pertama sebesar 42.000.000 (empat puluh dua 

juta.) hektar dan Indonesia berada pada urutan kedua dengan 28.000.000 

(dua puluh delapan juta) hektar. I) 

Menurut Hadi S Alikodra, kerusakan hutan yang signifikan yang 

tetjadi setiap ta.hunnya sangat mengancam keberlangsungan hidup umat 

manusia, karena hilangnya hutan rnaka ekosistern akan rusak, sumber air 

bersih akan hilang dan p~mgan juga akan terputus. Dia mengatakan, 

sebagai negara dengan "mega-biodiversity", Indonesia memi liki peran 

penting daiam menjaga kelest~.rian hutannya Karena hutan memiliki 

peran sangat vital bagi pembangunan bangsa. 

Sumber kekayaan hayati mengalami banyak tekanan karena 

perilaku dan kebijakan pembar~gunan yang bertumpu pada kepentingan 

ekonomi sesaat dan mengabaikan fungsi-fungsi ekologi jangka panjang. 

Di samping ancaman perubahan iklim global. dengan suhu bumi yang 

semakin panas dan naiknya permukaan laut, mernberikan konsekwensi 

semakin serius terhadap kehidupan berbagai jenis flora dan fauna. 

1
. Alikodra lladi Sukdi, , dalam tulisan ihniahnya yang berjudul '7ransformasi Konservasi 

Sumber Daya Hutan Bagi Keberfangsungan Ban gsa" disampaikttn pada Dit;s Natal is fPR, (Rogor : 13 
Mei 2015),hall-15. 
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Hutan Indonesia adalah hutan tropis alami yang penyebarannya ada di 

harnpir semua pulau-pulau besar dan keci l yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi, Maluku, Bali, Nusatenggara dan hian yang dikategorikan menja<li 

hutan pesisir, hutan dataran rendah dan hutan pegunungan? 

Hutan berfungsi sebagai penghasil kayu, tempat tumbuh kembangnya 

flasma nuftah, perlindungan tanah dan air, sebagai sumber pakan bagi makhluk 

hidup lainnya.3 

Pemanfaatan hutan harus ada pengaturan yang memperhatikan prinsip 

!<eseimbangun dan keberlanjutan agar !idak mengganggu sistem daur air (siklus 

air), yang berdampak seperti peningkatan sedimcntasi, banjir dan penggundulan 

hutan, sebab hutan memiliki fungsi strategis berupa :4 

I. Penadah Air (reservasi) 
2. Penyerapan karbondioksida (C02) dan pelepasan karbonmonooksida (CO) 
3. Sumber plasma nuftah (genetika!flora dan fauna). 

Jika tidak ada usaha yang serius dan komprehensif yang dilakukan untuk 

menekan l~ju deforestrasi , maka hutan Indonesia dipredik:si akan mengalarni 

kehilangan hutan seperti yang ditampilkan dalam table berikut : 

2 Haenunan , Kartasamita,. Makalah Dampak Pembangunan Terhadap ekosistem llutan 
dan Penanganannya. Disampaikan pada Kursul; Dasar-dasa.r Penilaian Amdal Universiws Negeri 
Scbelas Maret,(Smakarta : 1992). hal 3-4. 

3 Soryani , M, Hutan Tropika Dalam Hidrologis Pemanason Global dan Keamanan llayati, 
dalam l.1ele.vtarikan Hutan Tropika, Permasalahan, manfaat dm1 Kebijaksanaannya, (.Takat1a 
Yaya:>an Obar, 1992). hal 5 s/d 105. 

4 
Sugcng Mart<)pO, Dampak Pembangrman Pada Hidrologi dan Penanganannya. 

Disampaikan pada Kursu'l Dasar-da~r Penilaian Amdal di Universitas Negeri Sebelas Maret, 
(Surakarta : 1992), hal 1 ,2 dan 3 
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Tabei.l Proyeksi Degradasi Hutan Indonesia kurun waktu 2013-20435 

No ru\;:.;·- Tutupan Kehilanga Proycksi Tulupan Proyeksi 
Hutan n Tutu pan Hutan ·rutupan 
A lam Hutan Hutan A lam Hutan 
2013 A1am Alam 2013 A lam 

2009-2013 2023 2043 

---------- --- -··- -·-- ··-- - · 
!. Sumatcra · · 11.344.123 1.530.156 7.518.733 3.693.343 0 

2. Jawa 674677 326.953 0 0 0 

Bali 1.188.228 161.875 783 .540 378.852 0 
3. 

Nmatenggara 

4. Kalimantan 26.604.396 1.541.693 22.750.162 18.895.929 15.041.696 

5. Sulawesi 8,927.920 191.087 8.450.202 7.972.484 7.494.766 

··- ~ -- --··· ···--' 1---c-·-·"7-=- --
6. 11alulm 4.334.855 242.568 3.728.435 3.122.015 2515595 

7. Papua 29.413.083 592.977 27.930.642 26.448.200 24.965.759 

Berdasarkan fungsinya, hutan Indonesia yang seluas 143.000.000 hektar 

dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yakni Hutan Lindung dengan luas 

49.000.000 hektar, Hutan Produksi seluas 64.000.000 hektar dan Hutan 

Konservasi seluas 30.000.000 hektar. Dari total luas hutan tersebut, yang 

mengalami kerusakan total adalah seluas 43.000.000 hek:tar.6 

Dari data yang diungkapkan di atas, jika tidak dilakukan penghentian dan 

dibuat kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang baik, diperkirakan hutan 

Indonesia akan musnah pada Tahun 2062. 

5 Surnbcr: florest Watch Indonesia 2014 
6 Direktorat Jendcral Perlindungan Hutan dan Konscrvasi Alam Departemcn Kehutanan, 

tahun 2015. 
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Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, membagi beberapa sebab 

kerusakan hutan sebagai berikut :7 

1. Kebakaran Hutan 

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama te~j adinya 

kerusakan hutan. Kebakaran hutan sangalah susah untuk diatas, untuk itu 

kita semua harus dapat mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak tet:iadi. 

Penelitian menunjukan bahwa sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi 

dikarenakan utah manusia. 

2. Penebangan l-iutan Secara Liar 

Penyebab kerusakan hutan lainnya yang memiliki andil yang sangat 

besar adalah penebangan hutan secara liat atav yang biasa disebut Illegal 

Loging. Umumnya kejadian seperti ini dilatarbelakangi oleh permasalahan 

ekonomi. 

3. Lemahnya Penegakan Hukum. 

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadi penyebab lain dari 

kerusakan hutan, hal ini yang membuat pelak.u kerusakan hutan tidak jera 

dan melakukan perbuatan illegal logging lagi setelah mendapatkan 

hukuman. Ini juga merupakan peketjaan rumah bagi Pemerintah untuk 

membuat hukum yang baik. 

4. Sikap mental manusia Indonesia. 

7 Pusat Penyuluhan Kcmenterian Lingkungan Hid up dan Kc:hutanan Rcpublik Indonesia, 
tahun 2015 
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Sebenamya penyebab kerusakan hutan yang l.eljadi selama ini adalc.h 

karena mentalitas sebagian manusia yang kurang baik pada level pengelola, 

pembuat keputusan dan masyarakat sekitar hutan. 

Perkembangan mengkhawatirkan terhadap degradasi hutan yang 

menunjukkan gejala meningkat dari t.ahun-ketahun menjadi ancaman yang 

sangat serius bagi eksistensi hutan di masa datang. 

Bidang Kehutanan adalah salah satu aspek kehidupan berbangsa yang 

patut mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terlebih oleh pemerintah 

yang merupakan Leading Sector pembangunan kehutanan di Indonesia 

Memperhatikan perkembangan kemampuan hul'111Tl masyarakat yang 

semakin baik dan kritis serta azas h\Jkum yang dianut oleh bangsa Indonesia 

ya1mi Azas Legalitas, maka mengharuskan setiap sendi-sencii kehidupan 

berbangsa harus secara jelas diatur, baik dalam bentuk Undang-undang, maupun 

pcraturd!l yang memiliki kemampuan mengikat dan memi liki energi 

menghukum 

Penelitian iru, secara kbusus hanya mernbahas bagian kecil dari salah 

satu penyebab kerusakan hutan seperti yang disampaik.an oleh Kementerian 

Kehutanan yakni lemahnya penegakan hukwn. 

Penegakan hul.'UIIl dimak.sud adalah hukum yang mengatur delik atau 

pi dana tertentu bidang kehutanan. Dimana menurut Moeljatno hul.lllll pidana 
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adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 8 

1. Menentukan perbuatan-perbuat:an mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sank:si yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut 

perbuatan pidana (criminal act). 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yar.g telah diancamkan atau Pertanggung1awaban hukum 

pidana (criminal liability atau criminal responsibility) 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut 

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai 

perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas 

(principles of legality), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap 

perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan 

undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP).9 

8 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta,200R) hal 1-9 
9 Pietro.<; Waine "Penyidikan 1'indak Pidana Tertentu (beberapa Ketentuan Pidarta di 

Luar KUHP", Semarang: Sanggar Krida Aditama, 2008, hal 11 
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Tindak pidana, Menurut Moeljatno10
, adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh 

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 

diingat bahwa larangan itu ditlliukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan, 

atau k~j ad ian yang <.i.itimbulkan oleh kelakukan orang) sedangkan 

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya. 

Kata "tindak pidana" merupakan tetjemahan dari "strufbaar feit", Moeljatno 

menggunakan istilah "perbuatan pidana", Tirtaamidjaja menggunakan 

istilah "pelanggaran pidanc:.", sedangkan Utrecht menggunakan istilah 

''peristi wa pi dana". Sinonim dari tidak pi dana adalah "delik,, yang dalam 

bahasa latin adalah delictum yang artinya perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap perundang-

undangan pidana. 

Lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan dapat disebabkan oleh 

beberapa hal : 11 

1. Lemahnya system peradilan pidana (Crime Justice System). 
2. Lemahnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam penegakan hukum. 
3. Peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif. 

PeneJitian ini akan membahas tentang efektivitas penegakan hukum 

pidana di bidang kehutanan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 

10 
Moeljatno, Asas-asas Hukwn Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta-2008) hall-9 

11 D iretorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian 
Kehutanan, Jakarla 2011. 
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tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang 

diduga dapat menyebabkan kekosongan hukum. 

Kekosongan hukum tersebut diduga disebabkan oleh dinyatakan. tidak 

berlakunya beberapa pasal yang mengatur delik di dalam Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 

2013 ten tang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan tidak diatur 

di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi Swnber Daya 

Alam hayati dan Ekosistemnya. 

Undang-undang 18 tahu.'1 2013 tent<Ulg Pencega.han dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan, sebenarnya adalah yang dinantikan oleh para praktisi hukum 

bidang kehutanan yang mendambakan adanya perbaikan perundang-undangan 

yang lebih baik dibanding dengan Undang-undang Nomor 41 Ttahun 1999 

Tentang kehutanan yang dirasa kurang memberikan efekjera kepada para pelaku 

tindak pidana kehutanan karena sanksi pidana yang tidak mengatur batas 

terendah (lowest limit) dan batas tertinggi (highest limit) ancaman pidana, 

sehingga banyak pelaku pidana bidang kehutanan yang divonis sangat rendah 

bahkan bebas karena adanya celah pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999. 

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusak.an Hutan, memang sudah menerapkan batas terendah dan 

batas tertinggi ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan. Namun, 

karena Undang-undang Nomor l 8 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan ini mencabut beberapa pasal dalam Undang

undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan tidak ditaur kembali di 
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dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pembcnmtasan Perusakan Hutan ini, maka hal ini diduga dapat menyebabkan 

tidak efektifnya implementasi undang-undang tersebut dalam penegakan hukum 

pid<.ma di Bidang kehutanan. 12 

Menurut Vander Vlies, Regulasi yang baik harus memperhatikan 2 (dua) 

dal kni l
. . 13 azas am te s perancangannya, me tputJ : 

1. Azas Formil 
2. Azas Materil 

Dan jika dihubungkan dengan ciri·ciri peraturan perundang~undangan 

yang baik menurut Solly Lubis, ada tiga landasan, yakni : 

1. Landasan filosofis 

2. La'1dasan yuridis dan; 

3. Landasan politis. 

Sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa 

peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang mencerminkan adanya 

dasar berlakunya secara yuridis, secara sosiolo&»is dan secara filosofis dan sangat 

memperhatikan teknik perancar~gannya. 14> 

Menurut Ateng Syafrudin yang mengutip pendapat Simons, 

menerangkan bahwa terhadap pemberlakuan undang-undang terhadap 

12 
. Undang-Wldang Nom or 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Pem~akan Hutan. 
13 .Vander Vlies I.C, HandboekWetgevin, (Zwolve: T.feenk Willin, /987), hal129. 
14 .Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, (Bandung: Mandar 

Maju, l 995), hal 6. 
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masyarakat sebagai pihak yang diperintah hanya dapat dipertahankan bilamana 

peraturan perundang-undangan rnemenuhi persayaratan: adil, cepat, tepat. cocok 

dan tidak banyak mengandung hal-hal yang menyitaenergi. 15 

Menurut Irawan Soej!to, perundang-undangan yang baik, memiliki em-em 

sebagai berikut : 

1. Kalimatnya pendek, padat, detail danjelas~ 
2. Mudah dan dapat dipaharni secara rnendalam oleh rnasyarakat~ 
3. Kaidah yang ada di 1alamnya harus sederhana, mudah dirnengerti dan tepat; 
4. Tidak rumit dan dapat diterirna dengan baik oleh masyarakat; 

Memperhatikan ancaman terhadap keutuhan kawasan hutan dan 

menyimak pendapat para ahli di atas, penulis berpendapat ada beberapa azas 

yang tidak terpenuhi dalam perancangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dapat berpotensi 

terhadap tcrjadinya kekosongan hukum dalam penegakan hukum di bidang 

kebutanan. 

Dari uraian di aias, maka penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian terhadap hal-hal normatif pemberlakukan Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan 

konsekwensi hukunmya bagi penegakan hukum pidana terhadap tindakan-

tindakan yang dapat merusak hutan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uratan latar belakang penelitian di atas, ada beberapa 

masalah yang perlu dirurnuskan dalam penulisan Tesis ini, yakni : 

15 Ateng Syafrudin, Pemerintah dan Yang Diperintah, Tarsi to, Bandung., J 984, hal 12- 13 
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L. Apakah dengan terbitnya UU Nom or 18 TahWl 2013 merubah beber&l J 

aturan penting dalam UU Nomor 41 tallUn 1999 Tentang Kehutanan yang 

sebenamya selama ini sudah dianggap baik dalam penerapannya oleh PP"": 

Kementerian Kehutanan?. 

2. Apakah akibat dari tidak berlakunya beberapa pasal dalam UU Nomor 41 

Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagai akibat dari berlakunya UU Nomor 

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Huta.n 

menyebabkan tetjadinya kekosongan hukum?. 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang teridentifikasi sebagaimana 

disebutkan di atas, penelitian ini merniliki t~juan : 

1. Untuk menemukan hal-hal (aturan delik) yang dinyatakan tidak berlaku lagi 

di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 oleh UU Nomor 18 tahun 20 J 3 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

2. Untuk menemukan adanya potensi Kekosongan Hukum akibat 

diundangkarmya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Tulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bhan bagi perkembangan ilmu 

hukum secara khusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang baik. 
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2. Manfaat Praktis 

Fenelitian ini diharapkan berguna bagi upaya penyempurnaan peraturan 

perundang-undangan di bidang Kehutanan sehingga dapat bermanfaat bukan 

saja pada saat suatu undang-undang tersebut dibuat, tetapi juga estimasijauh 

ke depan, undang-undang tersebut dapat berma.nfaat untuk jangka waktu 

y~mg cukup lama. 

F.. Keaslian Penelitian 

Penelitian dengan judul dan objek yang sama tidak ada ditemukan, 

setidak-tidaknya di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan 

Perpustakaan Universitas Medan Area. 

Undang-undang Nomor 18 TahWl 2013, tentang Pencegahan dan 

Pcmberan.tasan Perusakan Hutan mulai berlaku sejak Bulan Agustus 2013, 

sehingga masih relatifbaru dalarn hal implementasinya. 

Penelitian yang ada kemiripannya dalarn hal kandu.ngan teori hukun1 

dar. pembahasan tentang teori pembentukan peraturan yang baik ada pada ; 

1. Disertasi alas nama Haposan Siallagan dengan Disertasi berjudul 

Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Yang Baik Dalam Pembuatan Peraturan Daerah dengan Perumusan 

Masalah : 

a. Mengapa asas-asas pembuatan perundang-undangan yang bai k hams 

menjadi acuan dalarn pembuatan peraturan daerah? 
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b. Apakah dasar pemberlakuan asas-asa.c;; pembuatan peraturan 

perundang-undangan yang baik dalam Pembuatan Peraturan Daerah'~ 

c. Adakah asas-asas pembuatan peraturan penmdang-undangan yang 

baik yang hidup di dalam ma:;yarakat dapat dijadikan asas pembuatan 

peraturan daeraah dan apakah tolak ukur suatu Peraturan Daerah telah 

menerapkan asas-a.<;as pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang baik dalam pembentukan Peraturan Daerah? 

2. Tesis Manumpak Butar-Butar , Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum 

Universitas Suamtera Utara, Tahun 2012 dengan Judul Penegakan 

Hukum Pidana Terhadap Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Studi 

Kasus Terhadap Putusan Mrui No 68 K/Pid.Sus/2008 Am Adlin Lis 

Dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana 

di bidang kehutanan, khususnya pemanfaatan hasil hutan kayu 

b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pemanfaatan 

hasil hutan kayu dalarr. kasus Adelin Lis ? 

c. Apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap 

pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kasus Adelin Lis ? 

Dengan demi kian, berdasarkan temuan penulis, diyakini Judul Penelitian 

1m masih belum dilakukan penelitian oleh peneliti sebelunmya dan dapat 

dipastikan keasliannya. 

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi 

1. Kerangka Teori 
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Dalam suatu penelitian hukum, diperluk.an suatu Teori hukum yang 

dijadikan sebagai kerangka untuk menciptakan jenis nilai dan postulat hingga 

ni lai filosofis dari teori dimaksud. 16 

Teori diartikan sebagai " sekumpulan pemahaman, titik tolak, dan azas-

azas yang saling berkaitan dan membantu kita memahami lebih baik sesuatu 

yang dlcoba didalami. 

Teori dalam tulisan ini merujuk pada pendapat A hamid S. Attamimi, 

yang menyatakan : "teori adalah kumpulan pemahaman, titik tolak-titik tolak, 

dan asas-asas yang saling berkaitan yang memungkinkan kita untuk memahami 

lebih baik lagi terhadap sesuatu yang coba kita dalami . 

Sebagai teori puncak (grand theory) pada piramida theori hukum, 

penulisan tesis didasarkan pada konsepsi teori negara hukum. Sebagai teori 

menengah (middle theory), digunakan kom:epsi teori kewenangan (authority 

theory) dan teori legalitas hukum. 11 

Sedangkan untuk teori paling renriah yang langsung berhubungan dengan 

pembedahan UU Nomor 18 Tahun 20B tentang Pencegahan dan Pemberanta<>an 

Perusakan Rutan adalah Teori Legalitas Hukum (azas legalitas) dan teori 

perundang-undangan yang baik dan Teori Manfaat Hukum. 

Dalam menguji keselarasan antara Undang-undang Nomor 18 TallUn 2013 

dengan perundang-undangan yang sudah ada, dipergunakan teori sinkronisasi 

hukum. 

16 Sacipto Rahardjo, 1/mu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya,1991, Hal. 254 
17 A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi 1/mu 

9engetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menje/asakan dan Menjernihkan 
Pemahaman), Pidato Pengukuhan Jabatan Guru BesarTetap Fakultas Hukum, Universitas 
Indonesia, (Jakarta: 1992}, ha1.3. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron berarti pada waktu yang 

sama.. serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi yaitu perihal 

menyinkronkan, penyerentakan. 

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan 

pcnyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

peraturru1 perundang-undru1gan yang telah ada dan yang sedang disusun yang 

mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar 

substans i yang diatur dalam produk perundang-undru1gan tidak tumpang tindih 

dan sali r.g melengkapi (suplementer).18 

Kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan 

suatu bidang tertcntu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai 

bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi 

pcraturan perundang-undangan dapat dilakukru1 dengM dua cara, yaitu : 

a. Sinkronisasi Vertikal 

Adalah kondisi dimana suatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu 

dengan yru1g lain. Menurut Undang-undang Nomor l 0 tahun 2004 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (I) menetapkan 

bahwa jenis dru1 hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

13 Undang-undang Nom or l 0 tahun 2004 tentang Pcmbenlukan Peraturan Pcnmdang-undangan 
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2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 

3. Peraturan Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah~ 

Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan 

' tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat 

dari sudu,t vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.19 

b. Sinkronisasi Horisontal 

Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai 

peraturan perundang-und.angan yang sederajat dan mengatur bidang yang 

sama at au terkai 1. Sinkronisasi horisontal juga h<>.rus di lakukan secara 

k.ronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan 

perundang-und<mgan yang bersangkutan. 

Sinkronisac;i secara horizontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan 

sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, 

yaitu mempunyai kesemsian antara perundang-undangan yang sederajat 

mengenai bidang yang santa (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003). 

Sinkronisasi hukum ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), sub-

19 Bam bang Sunggono, Sinkronisasi Hukum,( Jakmia: Rincka Cipta, l997), hal.97. 
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program pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa "sasar;w 

program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan 

yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan·'. 

Sinkronisasi vertikal dan hori sontal menelaah sarnpai sejauh mana hukum 

positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu sinkron (Kusnu 

Goesniadhie, 2006 : 23-24). 

Selain itu dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui pula 

dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi 

sebagai berikut : "Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan 

pemantapan konsepsi rancangan lUldang-undang diarahkan pada perwujudan 

keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut 

aspirasi yang melingkupinya, tJUD 1945, GBHN, undang-undang yang lain 

yang telah ada berikut :>egala peratunm pelaksanaannya dan kebijakan lainnya 

yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam rancangan undang-undang 

tersebut. Sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. 

Dalam Undang-undang Nom or I 0 Tahun 2004, tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Pasal l8 ayat (2) menyebutkan 

"Pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang

undang yang berasal dari Pres iden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas 

dan tanggllllgjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan". 

Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan 

individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara, merupakan 
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salah satu asas materi muatan setiap peraturan perundang-undangan (Kusnu 

Goesniadhie, 2006 : 69-70). 

Skema landasan teory dalam penulisan ini, digambarkan sebagai berikut : 

Bagan I 
Landasan Teori Yang Dipergunakan Sebagai Pisau Bedah dalam Penelitan Ini 

f TEORI PUNCAK {GR·;;;;-.;~,;;~Y) ~A· ' 

' i TEORY NEGARA HUKUM 
t~"" .. - . -.-..... .... ---...-.-·-···-··•<..-' 

TEORI MENENGAH 

TEORI KEWENANGAN ........----
( PASAL112 ) 

1
--- --- j Undang-undang I 
TEORI TERAPAN {APPLIED ~ I Nomor 18 tahun I 

• THEORY) t ! 2013, Tentang I 
- Theory legalitas Hukum 

{Jill ---+1 Pencegahan dan ~· 
l Pemberantasan 

- Theory Pembentukan 

! Perundang-udangan yang 

i baik. 

~ - Theory Kemanfaatan Hukum , 

! -Theory Sinkronisasi Hukum. r 
'--- .... ~-......,.~-~-·-'=-lo<l>,. ..... ~ ........ 1 

\ l 
Perusakan Hutan l 

' ) 
f' ·-....._........, .. _~"•· --·---.;w·_ ....... ,·· 

Sumber : Derivasi dari Tesis Disertasi Haposan Siallagan yang betjudul 
"PENI!.'RAPAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN 
PA"RUNDANG-UNDANGAN DALAM PFMBUATAN PERATURAN 
DAERAH", Universitas Sumatera Utara Tahun 2007. 

Negara hukum adalah konsepsi yang sudah berkembang sejak masa Plato 

menulis Nomoi, meskipun gagasan ini sudah ada lama sebelum Plato 

menyampaikan gagasannya. 

Gagasan ini didasari oleh keyakinan bahwa kekuasaan negara harus 

dijal<mkan atas dasar hukum yang baik dan adil. Dalam konsepsi ini, masyarakat 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Palber Turnip - Analisis Hukum Pasal 112 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan...



19 

rnerasa ada perlindungan terhadap hak dan kebebasan rnereka sebagai darnpak 

dari kekuasaan r~a yang absolut. 

Dalam gagasan Negara Hukum, Plato berpendapat bahwa hams ada 

pembatasan terhadap kekuasaan penguasa dalam bentuk kctentuan huk."Urn yang 

tertuang dalam konstitusi. 20
> 

Pembatasan kekuasaan rnelahirkan konsep "Rechstaat" di benua Eropah 

dan "Rule of Law" di negara Anglo Saxon yang keduanya berfungsi untuk 

membatasi kewenangan dan hak-hak penguasa. 

Frederich Julius Stahl melalui bukunya berjudul PhiLosophy des Rechts 

{1978}, mengemakakan bahwa pemahaman Negara Hukum harus memenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. 

2. Negara diselenggarakan dengan v_.as Trias Politica. 

3. Negara di dalam menjalankan tugasnya, harus berdasarkan undang-undang 

(we tmatigbestuur). 

4. Adanya peradilan terhadap administrasi Negara.21 

Pendapat Frederich Julius Stahl pada point 3 sejalan dengan azas legalitas 

yang dianut oleh sistem perundang-undangan yang kita anut. 

H.W.R. Wade, melakukan analisa mendalam terhadap pendapat AV. 

Dicey dalam the rule of law, dan berpendapat bahwa : (Pertama, Pemerintah 

dalam setiap tindakannya harus berdasarkan hukum/First... all government 

?o .Plato, Republic, Dilcrjemahkan Olch Benjamin Jowct (New York :The Modem 
Library, 1987), , hal. 21 

21 Padmo Wahyono, Pembangunan Hukwn Indonesia, (Jakat1a : Tn-Hill Co, 1989), Hal 
lSI 

• 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Palber Turnip - Analisis Hukum Pasal 112 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan...



20 

action must be taken according to the law. Kedua... pernerintah harus 

berperila.ku di dalam suatu bingkai yang diak.ui peraturan perundang-undangan 

dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi!Second... tlull 

government should be conducted within a frame work of recognized rules and 

principals which restrict discretionary power ... Ketiga ... bahwa sengketa atas 

keabsahan (legality) tindakru1 pemerintall akan diputuskan oleh pengadilan yang 

murni independent dari eksekutif/(7hird .. that di.~putes as to legality of acts of 

government are to be decided upon by courts which are wholly independent of 

the executive). Keempat, ballwa harus seimbang (even-handed) antara 

pemerintah dan warga Negara (Fourth ... that the law should be even handed 

between for legally defined crime). Kelima, ballwa tidak seorangpun yang dapat 

dihukurn kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang

undang/(F~fth .... that no one should be punished except for legally defined 

crime). 22 

Hal penting yang didapat dari konsep rule of law adalah : 

1. Menghindari adanya diskresi olel1 pemerintall; 

2. Menghindari tet:ja<!inya privilege yang tidak perlu atau bebas dari hukurn. 

3. Memastikan adanya aturan yang mengatur segala tindakan (asas legalilas). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan ballwa konsep Ncgara hukum atau 

negara yang berdasarkan hukum scperti Negara kita, mengandung prinsip asas

asas legalitas. pemisallan kekuasaan, dan asas kekuasaan hakim yang merdeka 

22
• Il.W.R Wade dalam Brewer Cm·ias, Administrative Law, (Oxford : 1984), hal 28. 
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Dalam tatanan Negara demokrasi dengan jiwa kedaula1an rakyat, 

Lerkandung pengetian bahwa kekuasaan dibatasi oieh hukum dan sekaligus pula 

menyatakan bahwa hukum adalah supreme terhadap seluruh kekuasaan yang 

ada. 

Dalarn penelitian ini, teori berguna sebagai alat analisis dengan alasan 

dan pendapat bahwa undang-undang dan peraturan yang dibuat harus 

mencenninkan perangkat peraturan yang baik dan me:ngandung nilai keadilan. 

Menurut Soewoto, kewenangan/kekuasaan hanya dapat dituangkan 

dalarn bentuk Undang-undang Dasar atau paling tidak Undang-undang. 23
} 

Kewenangan penyidikan oleh PPNS di taur di dalarn UU Nomor 8 Tahun 

1981 Ten1ang KUHAP dan secara khusus di atur di dalarn Undang-undang 

Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayti dan 

Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dan 

Und:mg-undang Nomor 18 tahur. 2013 t~ntang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. 

Menurut Bagir Manan peraturan pe!Uildang-undangan sebagai "keputusan 

tertulis" yang dikeluarkan o!eh lembaga atau p~jabat yang berwenang, berisikan 

aturan atas tingkah laku yang mengikat secara umum, yang mana memiliki 

unsur-unsur :24 

1. Keputusan dalarn bentuk tertulis dengan format baku tertentu. 
2. Dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. 
3. Berisikan aturan tingkah laku, perintah, larangan, ijin dan dispensasi. 

13
. Soewoto, dalam desertasinya yang berjudul Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden 

Republik Indonesia Unair,(Surabaya : 1990) 
24 

• Bagir Manan dalarn Haposan Siallagan, Dalam Desettasi betjudul Penerapan Asas-asas 
Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah, 
(Universitas Sumatera Utara : 2007), Mcdan. 
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4. Mengikat secara umum dan tidak ditujukan kepada individu terentu. 

Peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat besar, 

dengan alasan sebagai berikut: 

1. Sebagai kaidah hukwn yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah 
diketemukan kembali, dan mudah untuk ditelusuri. 

2. Memberikan kepastian huh.--um yang lebih nyata. 
3. Dapat diperiksa kembali karena memiliki struktur dan sistematika yang lebih 

jelas. 
4. Pembentukannya dapat direncanakan. 

Yang dal am pembuatannya harus memiliki dasar dan landasan sebagai 

berikut : 

1. Landasan Yuridis~ 
2. Landasan Sosiologis; 
3. Landasan filosofiG ; 
4. Landasan Teknik Perncangan; 
5. Landasan Politis; 

Di dalam Pasal 5 dan pasal 6 Undang-und<:mg Nornor 10 tahu.1 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi : 

1. Azas Kejelasan umum; 
2. Azas kelembagaan ata.u organ pembentuk yang tepat; 
3. Asas kesesuaian antarajenis dan materi muatan; 
4. Asas dapat dilaksanakan; 
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
6. Asas kejelasan rumusan; 25

> 

Menurut A. hamid S Attarnimi, ada 2 (dua) asas dalan1 pembentukan 

peraturan perundang-undangan, meliputi : 

1. Asas formal, yang terdiri dari : 

25 Undang-undang Nom or l 0 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Uitdtmgtm, Jaka1ta : Penerbit CV. Eko Jaya,2004) . 
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a) Asas tujuan yangjclas; 
b) Asas perlunya pengaturan; 
c) As as organ atau lembaga yang tepat; 
d) Asas materi muatan yang tepat; 
e) Asas dapat dilaksanakan; 
t) Asas dapat dikenali; 

2. A.,as materil, yang terdiri dari : 

a) As as sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental Negara; 
b) Asas sesuai deng~n hukum dasar Negara; 
c) Asas sesuai dengan prinsip-pri.nsip Negara berdasar hukum; 
d) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar konstitusi,26 

Di dalam Teori Kewenangan, kewenangan yang diperoleh secara atrib usi 

diartikan sebagai pembentukan kekuasaan sehingga sifatnya asli. 27 

Di dalam Teori Pembentukan Perundang-undangan, pejabat berwenang 

membentu.k peraturan perundang-undangan yang berisikkan aturan tingkah laku 

yang berifat mengikat umum. 28 

Hukum dalam bentuk peratuan perundang-undangan yang diciptabU1 oleh 

para pembuatnya, bermanfaa.t untuk : 

a. Sebagai sarana perubal1an/rekayasa sosial (social engineering) yang diartikan 

sebagai suatu proses mekanik antara hukurn/peraturan, perubahan dalam 

masyarakat, gejcla-gejala hukum yang timbul sebagai bentuk perkembangan 

ilmu dan pengetahuan. 29 

b. Menurut Lawrence M. Friedman, manfaat hukum adalah, meliputi: 

26 Undang-undang Nom or l 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundanfundangan, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2004). 

2 Soewoto, Kekuasaan dan Tanggrmg Jawab Presiden R.epublik Indonesia, Disertasi, 
Universitas Air Langga, (Surabaya : 1990), haL6. 

28 Bagir Manan, Dasar-da.mr Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill. Co, , 
1991), hal.lO. 

29 Rosco Pound dalam Donal Black, The Behavior ofLaw,(New York : Academic Press, 
1976), him 55. 
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1. Pengawasan/Social (Social Control) 
2. Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement). 
3. Rekayasa Social (Social engineering). 30 

Menurut Robert B. Seidman, menggambarkan peranan hukum dalam 

pembangunan dengan pemyatan: Demandfo development therefore appear as 

demands jar New Law, New Rules of lAnd tenure, marketing boards, planning, 

machinery, electoral polities, educational, institutions, monetary systems, 

tazation, yang kalau dikelompokkan, juga menjadi 2 (dua) bahagian besar 

sebagai alat control social dan alat rekayasa masyarakat.31 

Menurut Sa~ipto Rahardjo, hukum berperan untuk : 

I. Menciptakan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan 
mendorong pembangunan. 

2. Mengamankan hasil-hasil yang didapat dari kerja dan usaha pembangunan. 
3. Pengembangan keadilan dalam pembangunan 
4. Memberi legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang bert~juan 

membantu pada perubahan dan pembangunan. 
5. Melakukan perombakan-perombakan. 
6. Menyelesaikan perselisihan. 
7. Mengatur kekuasaan pemerintah.32 

Menurut Hoebel dan Llewellyn, hukum mempunyai fungsi yang penting 

demi keutuhan dalam masyarakat, antara lain : 

1. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan 
perilaku mana ang diperbolehkan dan mana yang dilarang. 

2. Membuat alokasi wewenang (authority) yang menentukan dengan seksama 
pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan diikuti 
sanksi-sanksi yang tepat dan efektif. 

3. Penyelesaian perselisihan. 
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi 

masyarakat. 33 

3° Friedman, Lawrence M. The Legal System, A Science Pers ective, Russel sage 
Foundation, Ne York 1975. 

31 Robert B. Seidman, the state law and development, St,. Mariu's Press Inc, New York 
1978, hlm. 17 

32 Satjipto Rahardjo, llukum dan Masyarakat, Angkasa JJandtmg, 1986. llal 13&. 137 
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Menurut Talcot Parsons, hukum berfungsi untuk mengurangi adanya 

unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat serta 

melicinkan/memperlancar pergaulan social. 34 

2. Kerangka Konsep 

Penelitian ini fokus pada apak.ah ada poiensi kekosongan huk:um akibat 

pemberlakuan Undang-undang Nomor 18 tahun 20"1 3, secara khusus Pasal 112 

terhadap potensi perusakan hutan oleh kegiatan illegal yang tidak lagi cliatur 

akibat terbitnya Udang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Kata potensi adalah berarti adanya celah yang di kemudian hari adalah 

merupakan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan, tetapi tidak dapat 

dijerat dengan undang-undang yang ada. 

Sedangkan asas-asas peraturan perundang.,undangan diartikan sebagai 

dasar atau sesuatu yang mcnjadi tumpuan berfikir di dalam membaut keputusan 

tertulis (undang-undang) yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang. 

Asa-asas dimaksud adalah berupa nilai-nilai etik yang hidup can berkembang 

lingkungan pembuat undang-ur..dang, baik nilai etik baik tertulis maupun tidak 

yang hidup dan berkembang dalam lingkungan para pembuat peraturru1 sebagai 

pegangan untuk menjalankan fungsinya sekaligus sebgai alat uji bagi hakim 

dalam melakukan Judicial review. 

33 Soe1jono Soekanto, Beherapa permasalah hukum dalam Rangka Pembangunan 
Indonesia. (Jakatta : Rratara, 1973), hal.l6. 

34 Edwin M. Shcur, l-aw and society: A Sociological View, Random House, (New York 
: 1971) hal 79, dan /\dam Podgorccki dan Christoper J. Welan, Pendekatan Sosiologis terhadap 
hukum, (Jakarta : Rina Aksara, , 1987), hal. 121. 

25 
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Dalam skema, pembuatan undang-undang yang baik ~iapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Nilai-nilai yang 

terkandurrg di 

dalam UUD 1945 

dan 

Pancasilasebagai 

Sumber Hukum 

Bagan 2. : Skema Pembentukan Undang-undang Yang Baik. 

Sumber : Derivasi dari Disertasi Haposan Siallagan yang betjudul "PENERAPAN ASAS-ASAS PE/v!BENTUKAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH", Universitas 

Sumatera Utara Tahun 2007 

Para pengguna (user) 

peraturan perundang

undangan dapat 

melaksanakan tugasnya 

Sikap 

mental/wawasan 

serta doktrin yang 

dimiliki oleh Policy 

Maker guna 

menentukan 

kebijakan yang 

dipilih. 

lmplikasi Posistif 

dari objek yang di 

atur di dalam UU 

• 

Imbal Balik terhadap Pengguna (User) undang-undang 

Area Tata-cara dan kebijakan 

~~~~~~~}.$~~!~~~~~~-~--~~~ ~~1.'1.v5~~l:?it~·.•>))._t;, -~· .. ......= 
... ------~ 

Kebijakan yang 

diambil dalam 

pembuatan peraturan 

perundane-undanean 

Program 

Pencanangan 

Perundang

undangan di DPR 

___ _..... 

Penerapan asas

asas dalam 

pembentukan 

Terbentuk 

nya 

peraturan 

perundang 

-undangan 

yang baik 

sesuai 

dengan 

harapan 

semua 

pihak 

lmbal balik (out-put) dari terbentuknya undang-undang yang baik terhadap objek 

yang di atur di dalam undang-undang tersebut. 

27 

.. 
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G. Metode Penelitan 

1. Spesi fikasi Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif 

Analitif yang mengoreksi (evaluasi) produk hukum berupa undang-undang, 

karena dianggap dapat menyebabkan adanya celah/kekosongan dalam upaya 

penegakan hukum. Mengevaluasi apakah dalam pembentukan Undang

undang Nomor 18 tahun 2013, telah memenuhi kelengkapan asas-asas yang 

diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik 

sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum 

Dari objek penelitan, jenis penelitian ini adalah pe.r.elitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap kaedah 

hukumnya sendiri, baik berupa peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, hukum adat, atau hukwn tidak tertulis lainnya dan juga azas

azas. 35 

Telaah diartikan sebagai kegiatan penyelidikan; kajian; pemeriksaan; 

penelitian, mempelajari; menyelidik; mengkaji; memeriksa; menilik, 

meramalkan terhadap sesuatu objek. 

Tipologi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian sinkronisasi 

hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron berarti pada 

waktu yang sama, serentak, sejalan, s~jajar, sesuai, selara..c;. Sinkronisasi 

35 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press, 1986) hal. 50-51 . 
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yaitu perihal menyinkronkan, penyerentakan. Dan sama juga dengan kata 

harmonisasi yaitu upaya mencari keselarasan?6 

Potensi dalam konteks judul tulisan ini adalah bermakna sebagtu 

peluang, bisajadi atau kemungk.inan yang bisa tetjadi. 

Kekosongan Hukum diartikan sebagai suatu kondisi dimana tidak ada 

peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu tindakan, atau adanya 

aturan yang saling tumpang tindih serta adanya Multi Taf<;ir atas suatu 

aturan yang ada yang berak.ibat tetjadinya kekacauan hukum. 

Kaidah diartikan sebagai kumpulan nilai-nilai yang menjadi bahan 

utama dalam pembuatan undang-undang. Penelitian ini juga mengandung 

unsur komperasi (perbandingm) terhadap situasi hukum sebelum dan 

sesudah Undang-undang 18 'fahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan ini terbit terkait dengan perspektif 

penegakM hukum oleh PPNS kementerian Kehutanan. 

Historis dan komperasi adalah terhadap sejarah perkembangan 

perundang-undangan bidang kehutanan dan membandingkan kondisi hukum 

pada era masing-masing undang-undang tersebut. 

2. Sumber Data 

Data-data yang menjadi bahan untuk penyusunan tulisan 1111 

bersumber dari dua sumber yakni : 

a. Bahan-bahan hukum sekunder dari kepustakaan, meli puti : 

1) Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hul'1lii1. yang mengikat 

36 Sunggono Bam hang , Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafmdo Pcrsada, 2007. 
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yang meliputi : 

a) Norma Dasar, Undang-undang Oasar Talmn 1945. 
b) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya. 
c) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang kehutanan. 
d) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hulan. 
e) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentar1g Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 
f) Kitab Undang-undang Huk:um Pidana (KUHP). 
g) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pi dana (KUHAP). 

2) Bahan hukum tersier yang memberikan pandangan terhadap bahan-

bahan hukum sekunder, seperli hasil penelitian, hasil karya dari 

l:calangan hukum. 

b. Data Primer yang diperoleh dari lap:mgan didapat dari hasil wawancara37 

dengan nara sumber yakni Penyidik PNS yang merupakan pengguna 

(user) dari undang-undang bidang kehutanan, yakni: Andi Basrul (kepala 

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser), Sapto Adji Parbowo 

(Kepala Bid:mg Pengelolaan Taman Nasional Wilayah lll, Stabat). 

3. Ala.t Pengumpulan Data 

Data-data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan daftar 

isian (Tally Sheet) dan daftar petanyaan (Questioner) yang dipergunakan 

dalam wawancara 38 

4. Pengolahan dan Analisa Data 

37 Hennan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Pcdoman Mahasiswa, 
(Jakat1a :GramediaPustaka Utama, 1971), hal71. 

38 Soeryono Sockanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat, (Jakarta : 
Rajawali, 1995. hal 236. 
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Data-data yang diperoleh melalui studi dokumen dan data-data baik 

primer, sekunder dan tersier dianalisa secara kwalitatif yang dilandaskan pada 

logika berfikir dengan alur d.eduktif 

Analisa bahan hukum dilakukan dengan penguJtan kwalitatif dengan 

menafsirkan gejala-gejala hukurn yang ietjadi, bempa kecenderungan

kecenderungan yuridis. 

Hasil dari analisa data secara kwalitatif di uraikan datam suatu uraian 

sistematis dengan cara menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data yang 

telah terseleksi, yang mana uraian tersebut digambarkan atau dideskripsikan 

sehingga permasalah yang tetjadi dapat tergambar dengan baik yang disertai 

dengan timbulnya solusi-solusi atas permasclahan yang disampaikan dalam 

rumusan masalah. 
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BABII 

TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 
MENGAKIBATKAN DINYATAKANTIDAKBERLAKUNYA BEBERAPA 
PASAL PENTlNG DALAM UNDANG-UNDANGNOMOR 4l TAHUN 1999 

TENTANG KEHUTANAN 

A. Pasai-Pasal Penting Yang Mengatur Delik Dalam UU Nomor 41 Tahun 

1999 Tentang Kchutanan. 

Delik atau Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan htlkum yang 

berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 

untuk: 1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, deng<ill disertai ancaman atan sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan 

pidana (criminal act). 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada 

mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 

dijatuhi pi dana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban 

hukum pidana (criminal liability atau criminal responsibility) 3). Menentukan 

dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada 

orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.38 

38 Moeljatno, Op.Cit, hal l dan hal 7, bacajuga C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan 
Tala llukum Indonesia, (Jakarta: 1:3alai Pustaka, 1986), hal264 

32 
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Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang 

diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukan 

hukum pidana khusus, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang 

khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk foiten). Hukum 

pi dana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya 

yang khusus seperti hukum pidana milit.er yang hanya untuk golongan militer. 

Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah 

perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti huk11m 

fiskal yang hanya untuk delik-delik fi skal. Kejahatan kehutanan atau yang 

dikenal umum sebagai illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang 

dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-

delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu dan kawasan 

hutannnya sendiri.39 

'Menurut Moeljatno, substansi hukum pidana menetapkan dasar-dasar 

dan aturan-aturan hukum pidana, meliputi hukum pidana materiil, dan formil. 

Hukum pidana materiil (substantive criminal-law) yang mengatur tentang 

dasar-dasar dan aturan untuk menentukan Iarangan dan sanksi pidana, yakni, 

perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan 

di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

39 Riyan Hidayat dalam makalahnya be1:judul Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 
41 rahun 1999 Tentang Kehutanan, (Jakarta : Tempo Tanggal I 1 Juni 2015), hal.2l. 
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melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (criminal act) dan 

yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan 

pertanggungjawaban hukum pidana (criminal liability atau criminal 

responsibility). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana 

(criminal procedure) mengatur dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar Iarangan tersebut dan 

mengatur prosedur menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang 

disangka!didakwa melakukan perbuatan pi dana. 

Lawrence M. Friedman, dari perspektif sistim hukum dalam penegakan 

hukum, memandang bahwa hukum pidana adalah Sub:.;tansi hukum dari 

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang tidak hanya 

menyangkut peraturan perundang- undangan yang terdapat dalam kitab-kitab 

hukum (law in books), tetapi meliputi atura'1, norma, peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berada dalam sistem hukum itu.40 

Menurut Sa~ipto Rahatjo, penegakan hukum adalah suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (cita-cita hukum) pembuat 

hukum menjadi kenyataan.41 

40 La-wTencc M.F1icdman, ibid 
'
11 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan liukurn, Suatu Tinjauan Sosiologis, (11andung 

Sinar Baru, 1984) hal. 24 
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Penggolongan Tindak Pidana Kehutanan merujuk kepada UU 

Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, dibagi menjadi 15 jenis tindak pidana yang 

terdiri dari 3 (tiga) golongan : 

1. Golongan pertama adalah larangan merusak sarana dan prasarana 

perlindungan hutan. 

2. Golongan kedua adalah larangan menimbulkan kerusakan hutan. 

3. Golongan ketiga adalah larangan yang bersifat administratif dan sanksi 

pi dana. 

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tabun 1999 Tentang Kehutanan 

terdapat 15 jenis Tindak Pidana yang tennasuk pelanggaran maupun kejahatan 

yang diatur di dalam Pasal 50. 42 

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

terdaapat pasal-pasal pokok yang keberadaanya sangat penting dalam proses 

penyidikan yang dilakukan Penyidik PNS kementerian Kehutanan, antara 

lain: 

1. Pasal 50 Ayat 3 hutuf a : Setiap orang dilarang : Mengerjakan atau 
menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; 
Adapun maksud dari mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah 
dalam kawasan hutan tanpa mendapat tzm dari pejabat yang 
berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk 
usaha lainnya. 

Dalam Pasal 50 Ayat (3) huru a, yang dimaksud dengan 

menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan 

42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan beserta Pejelasan Pasal-derni pasal. 
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hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara 

lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan 

kawasan hutan yang tidak scsuai dengan izin yang diberikan. 

Dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a maksud dari menduduki 

kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin 

dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat 

pemukiman, gedung, dan ba.ngunan lainnya. 

Dengan menggunakan Pasal 50 Ayat (3) huruf a, kegiatan 

perladangan, pertanian atau usaha-usaha lainnya yang di lakukan di atas 

Kawasan Rutan Negara tanpa mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan 

adalah kegiatan illegal yang dapat dipidana. 

Hal ini sangat mebantu dalam proses penyidikan oleh PPNS, karcna 

tidak semua ketika ditemukan kegiatan illegal tersebut adadi dalam 

kawasan hutan tang masih me;miliki pohon dan tegakan lainnya, ada 
I 

kalanya kondisinya sudah gundul dan sudah didiami secara illegal oleh 

pcJaku tindak pidana, baru ditemukan oleh petugas kehutanan. 

2. Pasal 50 Ayat 3 huruf b : Setiap orang dilarang Merambah Kawasan 

Rutan; 

Yang dimaksud dengan merambah di dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf bini 

adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari 

pejabat yang berwenang. 
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3. Ayat 3 huruf c : Setiap orang dilarang Melakukan penebangan pohon 
dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 
a. 500 (lima ratus ) meter dari tepi waduk atau danau. 
b. 200 ( dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di 

daerah rawa. 
c. 1. 00 ( seratus ) meter dari kiri kanan tepi sungai ; 
d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ; 
e. 2 ( dua) kali ke dalam juran dari tepi jurang; 
f. 130 ( seratus tiga puluh ) kali selisih pasang tertinggi dan pasang 

terendah dari tepi pantai; Penjelasan Secara umum, jarak tersebut 
sudah cukup baik unuk mengamankan kepentingan konservasi anah 
dan air, pengecua!ian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh 
Menteri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 

6. Ayat 3 huruf d : Setiap orang dilarang rnembakar h11tan; 

7. Ayat 3 huruf e : Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen 
hasil atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memilikj hak atau 
ijin dati pejabat yang betwenang. 

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat 

atau daerah yang diberi wewenang oleh undang - undang unuk 

memberikan izin. Sedangkan yang dimaksud d~ngan hasil hutan adalah 

~;egala hasil - hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuh - tumbuhan 

( flora), satwa (fauna). Hasil hutan yang bempa tumbuhan, misalnya: 

batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon, sagu, pohon aren, 

rumputan, bunga, damar, minyak kayu, getah kayu, dan jenis tumbuhan 

lainnya. Hasil hutan berupa satwa, misalnya pada: hewan jenis mamalia, 

jenis aves, jenis rnelata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa 

maupun tumbuhan rnemiiki spesifikasi dan keunikan sehingga berbagai 

spesies diantaranya dilindungi dan dijaga dati bahaya kepunahan. 
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8. Ayat 3 huruf h : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau 
memiliki hasil hutan yang tida dilengkapi bersama - sama dengan surat 
surat keterangan sahnya hasil hutan; 

Di dalam penje)asan, yang dimaksud dengan "dilengkapi 

bersama -- sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan 

atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus 

disertai dan dilengkapi surat- surat yang sah sebagai bukti. 

Penggolongan Tindak Pidana Kehutanan Merujuk kepada Undang 

Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tindak pidana di bidang 

kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongk.an ke 

dalam 3 golongan, yaitu ; 43 

a) Larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan; 

b) Larangan menimbulkan kemsakan hutan; 

c) Larangan yang bersifat administratif namun membenkan sanksi 

pi dana. 

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana fonnil 

(delik formil); sedangkan golongan kedua, mempakan tindak pidana materiel 

(delik materiel) yang mensyaratkan tetjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan 

ketiga dati jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan 

ketentuan administrative yang menimbulkan suatu akibat (kerusakan hutan) 

karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (izin usaha 

43 Salim,H.S. Dasar - Dasar H ukum Kehutarran, Edisi Rcvisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002 ), hal.l47 
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pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan 

kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 

Jenis Sanksi dan Sistem Penjatuhan Sanksi Ancaman sanksi pidana 

sebagaimana diatur dalam Bab XIV, Ketentuan Pidana dirumuskan secara 

kumulatif, sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda bersama (Pasal 78 

Ayat (1) s/d (15)). 

Undang-undang Kehutanan tahun 1999 memasukkan ketentuan 

mengenai Ganti Rugi dan Sanksi Administratif (Bab XV) Pasal 80. di dalam 

undang-undang Kehutanan tersebut, pembentukan undang-undang menetapkan 

bahwa terhadap setiap pelanggaran ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan akan 

menerima sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, sanksi administratif dan 

kewajiban untuk mengganti kerugian dalam satu paket sanksi. 

Berdasarkan ketentuan pi dana dalam UU Kehutanan tersebut, seharusnya 

ketentuan pidana tersebut efektif untuk menctgah dan memberantas illegal 

logging. Namun di dalam udang-undang kehutanan juga dimasukkan ketentuan 

mengenai kewajiban penyidik PNS Kehutanan untuk menyerahkan hasil 

penyidikannya kepada penuntut umum (kejaksaan) (Pasal 77 Ayat (3) sehingga 

masih terbuka kemungkinan pihak Kejaksaan Agung untuk menetapkan tindak 

pidana di bidang kehutanan sebagai tindak pidana korupsi , bukan sank.si pidana 

sebagaimana diatur di dalam Bab XIV Ketentuan Pidana UU Kehutanan. 

Ketentuan Pasal 77 Ayat (3) UU Kehutanan tersebut potensial menimbulkan 
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kon fl ik penerapan hukum jika tidak dipahami makna suatu Undang-Undang 

sebagai "lex specialis systematic" di satu sisi dan "lex specialis" di sisi lain. 

Kententuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya 

dalarn Pasal. 78 UU No.41/1 999 adalah merupakan salah satu dari upaya 

perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. 

Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap 

orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat 

menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera 

yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana 

kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai I~egiatan dalam 

bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum 

karena sanksi pidananya yang cukup berat. KeJemahan dati Undang-undang 

kehutanan ini. 

Adapun kelemahan dari undang-undang ini adalah : 

a . Belum 1nengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai 

negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku 

khususnya pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan Kehutanan seperti 

penebangan liar (illegal logging) terutama yang menyangkut unsur-unsur 

korupsi masih terus mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan 

korupsi ini . 

b. Undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang 

dilakukan oleh perusahaan atau korporasi. 
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c. Adanya kesalahan koordinasi antara pihak hukum yang berwenang dalam 

melakukan pencgakkan hukum dalam permasalahan kehutanan ini akibat tidak 

diatur secarajelasnya pembatasan kewenangan masing-masing pihak. 

d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak secara spesifik mengatur tentang 

tindak pidana yang di lakukan oleh perusahaan atau korporasi sehingga 

memberi ruang bagi elit poliitik dan pengusaha untuk memanfaatkan keadaan 

ini untuk kelompoknya. 

e. Pasal 38 Ayat (4) UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang 

berbunyi "dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan 

terbuka pada kawasan hutan lindung. Pasal 38 Ayat (4) ini berkaitan pasal 

38 Ayat (1) (2) yakni penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 

pembangunan di luar kegiatan kehutanan antara lain kegiatan ekploitasi 

pertambangan dengan pola tertutup hanya dapat dilakukan di dalam 

kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, dan dilakukan 

melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri (vide penjelasan 

pasal 38 Ayat (1) UU Kehutanan). Artinya, apabila kegiatan 

pertambangan dengan pola pertambangan terbuka dilakukan dengan 

sengaja walaupun ada izin pinjam pakai dari Menteri adalah perbuatan 

yang dilarang. Pembentuk undang-undang kehutanan tidak menjelaskan 

apa yang dimaksud dengan pola pertambangan terbuka. 
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Menurut Van der VI i es, '14 perumusan tentang asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van 

behoorlijke regelgeving), antara lain "asas kejelasan tujuan" dan «asas 

ketertiban dan kepastian hukum (het rechtszekerheidsbet.,"Tinsel)." sehingga 

tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penegakan 

hukumnya dan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui 

jaminan adanya kepastian hukum. 45 

B. Undang-undang Nomor 18 tatum 2013 menyatakan tidak berlaku beberapa 

pasal penting di dalam Undang-undang nomor 41 Talmn 1999 Sehingga 

Tidak Sinkron Dengan Undang-und:mg yang sudsh ada sebelumnya. 

Kehadiran Undan~-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1967, telah membuat perubahan mendasar bagi upaya penegakan hulcum 

pidana di b!dang kehutanan. Perbedaan rnendasar dalam kedua undang-undang 

ini, antara lain : 

1. Melihat dari ancaman pidananya rnaka pemberian sanksi ini termasuk 

kategori berat, dim ana terhadap pelaku dikenakan pi dana pokok berupa 1 ). 

44 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, 

Gagawn Pembentukan Undang-Undang, (Jaka11a: Raja Grafmdo Persada,2010) hal 113 

45 UU No. 10 tahun 2004 "J>embeniukan Peraturan Penmdang-undangan dengan 
pery·elasannya", (Bandung: Fokusmedia,2011) hal 32 dan 34:, penjelasan pasal 5 huruf f 
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Pidana penjara 2) denda dan pidana tambahan perampasan barang semua 

hasi l hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya. 

2. Hampir semua kegiatan yang berpotensi merusak hutan dapat dijerat dengan 

Undang-undang Nomor 4 1 Tahun 1999 Tentang Kehutanan melalui Pasal SO 

Ayat (3) huruf a. 

3. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang kehutanan juga mengatur 

pengambilan/pemungutan!pengangkutan buka.n hanya hasil hutan berupa 

kayu, namun menyangkut semua hasil hratan baik berupa makhluk hidup 

(hayati) maupun benda mati (non-hayati), yang tertuang dalam Pasal SO Ayat 

(3) huruf h yang berbunyi : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, 

atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan surat 

- surat keterangan sahnya basi l hutan~ Penjelasan yang dimaksud dengan 

"dilengkapi bersama - sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, 

penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada wak:tu dan tempat yang sama, 

hanas di sertai dan dilengkapi surat - surat yang sah sebagai bukti . 

UU Nomor 18 Tahun 2013 ten tang Pemberantasan Perusakan Rutan 

(P2H) merupakan metamorfosis RUU Pemberantasan lllegal Logging yang 

diusulkan pertengahan dekade 2000-an. Frase illegal logging diperkenalkan 

karena ketiadaan terminologi yang tepat saat itu. 

Tidak banyak hal baru yang baru dalam draft RUU P3H. Kebanyakan 

telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, terutama UU 
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Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi. 

Sejak semula, kehadiran RUU P2H diduga akan menambah kusut . 

Regulasi di bidang sumber daya alam Indonesia saling bertabrakan 

( conflicting).46 

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 201, maka 

beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

kehutanan dinyatakan tidak berlaku. Secara lengkap Pasal 112 Undang-

undang Nomor 18 tahun 2013 , berbunyi : "Sejak berlakunya undang-undang 

ini, maka: 

Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (3) humf a, huruf f, huruf g, 
humf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 Ayat (1) 
mengeilai ketentuan pidana terhadap Pasal SO Ayat (l) serta Ayat (2) 
mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan 
humf b, Ayat (6), Ayat (7), Ayat (9), dan Ayat (10) dalam Undang
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Dari uraian di atas, tampak bahwa Pasal 112 Undang-undang Nomor 

18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan telah 

menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa pasal penting 

di dalam Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang selama ini 

46 MariaS. Surnardjono, Disahkan Juga Sete/ah 1 Dekade RUU. Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan,(Jakarta : Kompas 2009). 
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sudah dirasakan baik oleh Penyidik PNS Kementerian kehutanan untuk 

diterapkan dalam penyidikan Tindak Pidana Kehutanan.47 

Memperhatikan kondisi tersebut di atas maka, kehadiran Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Pemsakan Rutan tidak sinkron secara vertical dengan undang-undang bidang 

kehutanan yang sudah adasebelumnya yakni Undang-undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang kehutanan. 

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan keserasian 

antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, 

baik yang berbentuk vertikal (hjerarki perundang-undangan) ataupun 

horizontal (perundang-undangan yang sederajat). Keserasian tersebut, yakni 

tidak ada pertentangan antara peraturan yang :;atu dengan yang lainnya, akan 

tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun 

mempertegas dan . I 48 mempcfJe as. (PP Nomor 68 Tahun 2005). 

Dengan demikian pembuatan peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan tidak 

47 Hal ini sesuai dengan pendapal dari Drs. Andi Basrul, selaku Penyidik PNS Kementcrian 
Kchutanan sekaligus Kepala Balai Besar Tam an nasional Gunung Leuser dan Sapto Adji Prabowo, S.Hut, 
M.SJ scbagai Kepala Bidang Pengclolaan Taman Nasion a! Wilayah ill Stabat, juga sesuai dengan pendapat 
Saidi Nur Harahap Penyidik PNG senior Kcmcntcrian Kchul<man di Balai Besar Taman nasional Gunung 
Lcuser dan pendapat Raja Syahputrd Buhm, SP scbagai POL HUT dan Penyidik PNS senior Kementcrian 
Kehutanan di Balai J3csar Taman Nasional Gunung Leuser. 

48 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan 
Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah Pengga nti Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerlntah dan Rancangan Peraturan Presiden. 
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terlepas dari tiga landasan atau dasar pembuatan pcraturan perundang-

undangan, yakni; landasan filosofi s, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. 

Ada 6 (cnam) faktor yang menycbabkan disharmoni, yakni sebaga1 berikut:49 

a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun 
waktu yang berbeda; 

b. Pejabat yang berwenang untuk mernbentuk peraturan perundang-undangan 
berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau 
penggantian; 

c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undanga...-, 
lebih kuat dibartding pendekatan sistt:m; 

d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang
undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum; 

e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan masih terbatas; 

f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang 
mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang
undangan. 

Disharmoni peraturan pemndang-undangan mengakibatkan : 

a. Terjadinya perbedaan penafsiran daJam pelaksanaannya; 

b. Timbulnya ketidakpastian hukum; 

c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien; 

d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan 

pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial , 

49 AA Oka Mahendra dcngan tulisan berjudul Hannonisasi Peraturan Perundang-undangan, 
Direktorat Jenderal Pcraluran Perundang-Wldangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik 
Indonesia, Jakarta 2010. 
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penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosia1 secara tertib 

dan terat~r. 

Kondisi peraturan bidang kehutanan dan SDA yang tidak sinkron dan tidak 

harmonis sudah menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM yang melalui 

Direktorat jenderal Perundang-undangan te1ah melakukan k~jian untuk menghasilkan 

Peta Jalan pembaruan Peraturan Perundang-undangan untuk Mendorong 

Penyempurnaan Tata Kelola Hutan. 

Ruang Jingkup dari Peta Jalan Pembaruan Hukum antara lain beri si mengenai :50 

1. Metode pengkajian peraturan perundang-undangan, berdasarkan 3 (tiga) prinsip 

utama pengelolaan SDA-LH yakni prinsip keadilan, prinsip demokrasi dan prinsip 

keberlanj utan~ 

2. Pemetaan kerangka hukum terkait tata kelola hutan dan lahan gambut; 

3. ldentiftkasi kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yang 

mendorong/memberi peluang terjadinya perusakan hut.an dan Jahan gambut serta 

kontlik; 

4. ldentifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu direvisi, dicabut, atau 

disusun dalam rangka memperkuat kerangka hokum terkait tata kelola hutan dan 

lahan gambut; 

50 
Direktorat .lenderdl Peraturan Penmdang-w1d.angan Kemnetcrian Hukum dan HAM RT 
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5. Rumusan rencana prioritas (quick wins) dan rencana jangka panJang 

penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut. 

T' 
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BAB. HI 

TERBITNY A UNDANG-UNDANG NOM OR 18 TAHUN 2013, 
MENGAKIBATKAN KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF 

PENYIDIKAN HUKUM PIDANA KEHUT ANAN OI .. EH PPNS 
KEMENTERIAN KEHUTANAN 

Jika diperhatikan lebih dalam, Pasal 112 Undang-lmdaflg Nomor 18 Tahoo 

2013, ada beberapa Pasal yang menyatakan tidak berlaku ketentuan larangan dan 

pidana, namun ada juga yang dinyatakan dicabut dan tidak berlak:u hanya 

ketentuan pidananya. 

Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Ta..~un 2013 jga mengatur sebagian 

baik secara utuh maupun sebahagian aturan delik pada Undang-undang 41 tahun 

1999 Tentang Kehutanan yang telah dicabut dan dinayatakan tidak berlaku. 

A. Pasal-pasal pada Undang-tmdang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan Yang Dinyatakan Tidak Berlakn olelt lJndang-undang 
Nomor 18 Tahun 2013, yang diattu' tidak diatur kembali di daiam 
Undang-uradang Nomor· 18 tahun 2013. 
l. Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 

berbunyi : "Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana 
perlindungan hutan". 
Di dalam Undang-oodang Nomor 18 tahun 2013 ten tang Pencega..~an dan 
Pemberantasa Perusakan Hutan diatur kembali di dalam Pasal 25, yang 
berbooyi :" Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana 
pelindungan hutan" dengan penjelasan yang dimaksud dengan "sarana 
dan prasarana pelindungan hutan" adalah antara lain jalan patroli, pos 
j aga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, 
dan alat-alat pengamanan hutan. 

Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan, ancaman pidana atas tindakan ini adalah pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima rnilyar rupiah), sedangkan di dalam Undang-

49 
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undang Nomor 18 tahun 2013, tindakan ini diganjar dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) talmn serta 

pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah).(P~sal 97 Ayat (1) hurufb). 

2. Pasal 50 Ayat (2) berbunyi : :" Setiap orang yang diberikan izin usaha 
pemanfaatan kawasan , izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatn hasil hutan kayu dan bukan kayu, seta izin 
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan 
kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan". 

Di daiam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini tidak di 

atur kembali sarna sekali. 

3. Pasal 50 Ayat (3) : 

a. Huruf huruf a, berbunyi : "Setiap Orang dilarang mengetjakan atau 
menggunakan dan atau menduduki kawasan hut:m secara tidak sal1". 

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini 

tidak diatur kembali sama sekali. 

b. Hurur f, berbunyi : «Setiap Orang dilarang Setiap orang dilarang 
Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, menyimpan, atau memiliki hasil huan yang diketahui atau 
patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah" · 

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal 1m 

diatur kembali dalarn Pasal 12 huruf k, yang berbunyi : 

··setiap orang rularang menerima, membeli, menjual, 
menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil 
hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar"; dan 

c. Huruf I, yang berbunyi : 
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«setiap orang dilarang membeli,memasarkan, dan/atau mengolah 
hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil 
atau dipungut secara tidak sah" 

Di dalam Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 

tindakan ini diganjar dengan pidana pef\iara paling lama 1. 0 

(sepuluh) talmo dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima mily<u rupiah), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 

18 talmn 2013, tindakan ini diganiar dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) t:ahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah)(Pasal 87 huruf c). 

Meskipun diatur kembali, namun pengaturannya tidak 

secara utuh. Di dalam pasal 50 Ayat (3) huruf h yang dimaksud 

hasil hutan adalah semua hasil hutan baik hayati maupun non-

hayati, di dalam Pasal I 2 huruf k dan huruf l, yang dimaksud hasil 

hutan hanya terbatas pada Hasil Hutan kayu. 

d. Huruf g, berbunyi: 
"Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan urnwn atau 
eksploitasi bahan tambang di dalarn kawasan hutan, tanpa izin 
Menteri". 

Di dalam Undang-liildang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini 

diatur kembali di dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b, yang berbunyi : 

"setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di 

dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri". 
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Di dalam Undang-undang 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima milyar rupiah), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 

tahun 2013, tindakan ini dig<mjar dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

serta pidana denda paling sedikit Rpl.500.000.000,00 (satu miliar 

lima ratus juta rupiah) dan paling banyak RplO.OOO.OOO.OOO,OO 

(sepuluh miliar rupiah) (Pa<;al 89 Ayat (1) hurufb). 

e. Aurufh, berbunyi: 
"Setiap Orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil 
hutan yang tidak dilengkapi bersama -- sama dengan surat - surat 
keterangan sahnya hasil hutan" 

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini 

diatur kembali dalam Pasal l2 huruf e, yang berbunyi : "setiap orang 

dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki basil hu.tan kayu 

yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya 

basil huta'1;' . 

Meskipun diatur kembali, namun pengaturannya tidak 

secara utuh. Di dalam pasal 50 Ayat (3) huruf h yang dimaksud ha.c;il 

hutan adalah semua basil hutan baik hayati maupun non-hayati, di 

dalam Pasal 12 huruf e, yang dimaksud hasil hutan hanya terbatas 

pada Hasil Hutan kayu. 
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Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tindakan 

ini digaJ1iar dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

(Pasal 78 Ayat (7)), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 

tahun 2013, tindakan in.i diganjar dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana 

denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah )(Pasal 83 Ayat (I) huruf c). 

f. Huruf j, berbunyi : 
«Setiap Orang dilarang membawa alat - alat berat dan atau alat - alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 
mengangkut hasi l hutan di dalam kawac;an hutan, tanpa i7in pejabat 
yang berwenang". 

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini 

diatur kembali dalam Pasal 12 huruf g, yang berbun.yi : «setiap orang 

dilarang membawa a!at-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang 

lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil 

hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang". 

Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tindakan 

ini diganjar dengan pi dana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 

(Pasal 78 Ayat (6)), sedangkan di dalan1 Undang-undang Nomor 18 

tahun 2013, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) talmn dan 
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pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 

dan paling banya.k RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah) 

(Pasal gs Ayat (I)). 

g. Huruf k, berbunyi : 
"Setiap Orang dilarang membawa alat - alat yang lazim digunakan 
untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang". 

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini 

diatur kembali di dalam Pasl 12 huruf f, yang berbunyi "setiap 

orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan 

ur1tuk menebai1g, memotong, atau membelah pohon di dalam 

kawasan hutan tanpa izjn pejabat yang berwenang" 

Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tindakan 

ini diganjar dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling bru,yak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

(Pasal 78 Ayat (7), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 

tahun 2013, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana 

denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah)(Pasal 84 Ayat (I)). 

h. Pasal 50 Ayat (3) hurufb, yang berbunyi: 

"Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan", di dalam 
Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, !idak diatur kembali sama 
sekali. 
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1. Pasal 78 Ayat (7) berbunyi : 
"Barang siapa dengan sengaJa melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)". 

B. Pasal-pasal dalam Undang-undang 4 t Tahun 1999 yang dinyatakan 
tidak berlaku tidak memiliki alternatif pengganti di dalam Undang
undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maupun Undang
undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Dari pemaparan yang disampaikan di atas, diketahui bahwa 

beberapa pasal yang dinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 112 Undang-

undang nomor 18 tahun 2013, sebagian diatur secara utuh, sebahagian 

diatur tidak secara utuh dan sebahagian tidak diatur kembali sama sekali. 

Keadaan :;emakin sulit, sebab beberapa tindakan yang dapat 

merusak hutan, tidak dapat dijerat dengan perundang-undang yang 

mengatur tindak pidana kehutanan yakni pada Undang-undang Nomor 05 

Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

ekosistemnya, Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan 

dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Berikut disajikan Tabel Pengujian Beberapa Narasi Kasus 

Terhadap Perundang-undangan Bidang Kehutanan: 
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Tabel 2: Pengujian Beberapa Narasi Kasus Terhadap Pasal-pasal Yang Mengatur Ketentuan Pidana di Dalam Undang
undang Bidang Kehutanan. 

Undang
Undang 

05 Tahun 1990, 
Tentang 
Konservasi 
Sumber Daya 
Alam hayati 
dan 
Ekosistemnya 

Pasal 
Yang 
Mengatur 
Delik 

Pasal 19 
Ayat (1), 
(2) dan 
(3). 

Bunyi Pasal Yang Mengatur delik 

(1) Setiap orang dilarang melakukan 
kegiatan yang dapat 
mengakibatkan perubahan 
terhadap 
keutuhan kawasan suaka alam. 

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) tidak terrnasuk 
kegiatan pembinaan 
habitat untuk kepentingan satwa 
di dalam suaka margas a twa. 

(3) Perubahan terhadap keutuhan 
kawasan suaka alam sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) 
meliputi mengurangi, 

Narasi Kasus 
r-~~--~~~------------~----------·-

Narasi Kasus Narasi Kasus Narasi Kasus 
I D Ill 

1\lenebang Mendirikan Membuat 
Tumbuh- bangunan di usaha tambak 1 

tumbuhan dalam di dalam j 
selain Pohon Kawasan kawasan hutan 
Di dalam Hutan Lindung dan 
Kawasan Lindung dan Hutan 
Hutan Kawasan Produksi, 
Lindung dan Hutan tanpa 
Kawasan Produksi, menggunakan 
Hutan tanpa alat-alat berat. 
Produksi menggunakan 

alat berat 
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menghil angkan fungsi dan luas 
kawasan sua.k:a alam, serta 
menambah 
jenis tumbuhan dan sa twa lain 
yang tidak asli. 

Pasal 21 (l)Setiap orang dilarang untuk: 
Ayat (1) a.mengambil, menebang, - - -
dan Ayat memiliki, merusak, 
(2) memusnahkan, memelihara, 

mengangkut, dan 
memperniagakan tumbuhan 
yang dilindungi atau bagian-
bagiannya d2lam keadaan 
hid up 
atau mati; 

b. mengeluarkan tumbuhan yang 
dilindungi a tau bagian-
bagiannya dalam keadaan - - -
hidup atau 
mati dari suatu tern pat di 
Indonesia ke tempat lain di 
dalam atau di luar Indonesia. 

(2)Setiap orang dilarang untuk: 
a.menangkap, melukai, 

membunuh, menyimpan, 
memiliki, memelihara, - - -
mengangkut, dan _j memperniagakan satwa yang 
dilindungi dalam keadaan 

57 
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hidup; I 
b. menyimpan, memiliki, I 

memelihara, mengangkut, dan ! 
I memperniagakan satwa yang - - -

dilindungi dalam keadaan 
mati; 

c. mengeluarkan sa twa yang 
dilindungi dari suatu tempat di - - -
Indonesia ke tern pat lain di 
dalam atau di luar Indonesia; 

d.memperniagakan, menyimpan 
atau memiliki kulit, tubuh atau 
bagian"bagian lain satwa yang - - -
dilindungi atau barang-barang 
yang dibuat daf. bagian-bagian 
satwa tersebut atau 

I 
mengeluarkannya dari suatu I 

I 
tempat di Indonesia ke tempat ' 
lain di dalam atc.u di luar ' 

Indonesia; 
e.mengambil, merusak, - - -memusnahkan, 

memperniagakan, menytmpan 
atau memiliki telur 
dan/a tau sarang sa twa yang 
dilindungi. 

Pasal 33 (1) Setiap orang dilarang melakukan 
Ayat (1), kegiatan yang dapat 
(2) dan (3) mengakibatkan perubahan - - ' -i ---

I 

~ 
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terhadap 
keutuhan zona inti taman 
nasional. 

2) Perubahan terhadap keutuhan zona 
inti taman nasional sebagaimana 
dimaksud d3.lam ayat - - -
(1) meliputi mengurangi, 
menghilangkan fungsi dan luas 
zona inti tamc:.n nasional, serta 
menambah jenis tumbuhan dan 
satwa lain yang tidak asli. 

(3)Setiap orang dilarang melakukan 
kegiatan yang tidak sesuai dengan - - -
fungsi zona 
pemanfaatan dan zona lain dari 
taman nasional, taman hutan raya, 
dan taman wisata alam. 

Undang- Pasal 50 (1) Setiap orang dilarang merusak 
undang Nomor Ayat (1), prasarana dan saran a 
41 Tahun 1999 (2), (3) perlindungan hutan. 
Ten tang dan (4). X X X 
Kehutanan 

(2) Setiap orang yang diberikan .. 
usaha penanfaatan !Ztn 

kawasan, 
.. 

usaha IZlO 

pemanfaatan Jasa lingkungan, X X X !Ztn us aha pemanfaatan hasil 
hutan kayu dan hutan kayu, serta 

59 
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.. 
pemungutan hasil hut an lZln 

kayu dan hutan kayu, dilarang 
melakukan kegiatan yang 
menimbulkan kerusakan hutan 

J. Settap orang d1larang : 

a.mengerjakan dan at au 
menggunaken dan a tau 
menduduki kawasan hutan 
secara tidak sah; 

b. merambah kawasan hutan; 

c. melakukan penebangan pohon 
dalam kawasan hutan dengan 
radius a tau jarak sam pat 
dengan: 
1.500 (lima ratus) meter dari 
tepi waduk atau danau; 

2.200 ( dua ratus) dari tepi mata 
air dan kiri kanan sungai di 
daerah rawa; 

3.100 ( seratus) meter dari ki ri 
kanan tepi sungai; 

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri 
kanan tepi anak sungai; 

5.2 (dua) kali kedalaman jurang 
dari tepi jurang; 

6.130 (seratus tiga puluh) kali 
selisih pasang tertinggi dan 
pasang terendah dari tepi 

X X 

X X 
! 
! 

- -

I 

_j 

X 

X 

-
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_Qantai 
t 
' 

d. membakar butan; - - -
e. menebang pohon atau memanen 

atau memungut basil hutan di 
X X X dalam butan tanpa memiliki hak 

atau izin dari pejabat yang 
berwenang; 

f menerima, membeli a tau 
menjual, menenma tukar, 
menerima titipan, menyimpan, 
a tau memiliki basil hutan yang X X X diketahui a tau patut diduga 
berasal dari kawasan hutan yang 
diambil atau dipungut secara 
tidak sah; 

g. melakukan kegiatan penyelidikan 
urn urn a tau eksplorasi a tau 
eksploitasi bah an tam bang di X X X 
dalam kawasan hutan, tanpa izin 
Menteri; 

h. mengangkut, menguasai, a tau 
memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama -sam a X X X 
dengan surat keterangan sahnya 
has il butan; 

1. menggembatakan ternak di d'}lam 
kawasan butan vang t1dak 

1 

ditunjuk secara kfiusus untuk -
I 

- -maksud tersebut oleh pejabat 
yang berwenang; I i ·- --

61 
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j . membawa alat-alat berat dan 
atau alat-alat lainnya yang lazim 
a tau patut diduga akan 
digunakan untuk mengangkut 
hasil hutan di dalam kawasan - - -
hutan, tanpa izin pejabat yang 
berwenang~ 

k. membawa alat-alat yang lazim 
digunakan untuk menebang, 
memotong, a tau membelah 
pohon di dalam kawasan hutan 
tanpa pejabat - - -lZln yang 
berwenang; 

Undang- Pasal 12 Setiap orang dilarang: 
undang Nomor 
18 Tabun 2013 
Ten tang 
Pencegahan 
dan 
Pemberantasan I 

Kerusakan 
Hutan 

a. melakukan penebangan pohon 
dalam kawasan h'.ltan yang tidak 

dengan izin p~manfaatan - - -sesua1 . 
I hutan; 

62 
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b. melakukan penebangan pohon I 
' 

dalam kawasan hutan tanpa 
memiliki izin yang dikeJuarkan - - -
oleb pejabat yang berwenang; 

c. melakukan penebangan pobon 
dalam kawasan hutan secara - - -
tidak sab; 

d.memuat,membongkar,mengeluarka 
n, mengangkut, menguasa1 
dan!atau memiliki basil - - -
penebangan di kawasan hutan 
tanpa izin; 

e. mengangkut., menguasat, a tau 
memiliki basil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara - - -
bersama sur at keterangan 
sahn ya basil butan; 

f. membawa alat-alat yang 
lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam - - -
kawasan hutan tanpa izin pejabat 
yang berwenang; 

g. membawa alat-alat berat 
dan/atau alat-alat lainnya yang 

I 
lazim a tau patut diduga akan 
digunakan untuk mengangkut - - -
basil hutan di dalam kawasan 
hutan tanpa lZtn pejabat yang 
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ben.:venang; ' 

h. memanfaatkan hasil hutan kayu I 
yang diduga berasal dari hasil - - -pembalakan liar; 

1. mengedarkan kayu hasil 
pembalakan liar melalui darat, - - -perairan, atau udara; 

J. menyelundupkan kayu yang 
berasal da.ri a tau masuk ke 
wilayah Negara Kesatuan - - -Republik Indonesia melalui 
sungai, darat, laut, atau udara; 

k. menenma, membeli, menjual, 
menenma tukar, menerima 
titipan, dan/atau memiliki hasil - - -
hutan yang diketahui berasal dari 
pembalakan liar; 

l. membeli, memasarkan, dan/atau 
mengolah hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan - - -yang diambil a tau dipungut 
secara tidak sah; dan/atau 

m. menenma, menjual, menerima 
tukar, menerima titipan, 
menytmpan, dan/atau memiliki 
hasil hutan kayu yang berasal dari - - -
kawasan hutan yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah. 

Pasal 14 I Setiap orang dilarang: ! 
-··-
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a. memalsukan surat ketera11gan I sahnya basil butan kayu; - - -
I 

b. menggunakan surat keterangan I sahnya basil hutan kayu yang i 
palsu. I - - I -I 

Pasal15 Setiap orang dilarang melakukan 
penyalahgunaan dokumen angkutan 
hasil butan kayu yang diterbitkan - - -
oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal16 Setiap orang yang melakukan 
pengangkutan kayu basil hutan 
wajib memiliki dokumen yang 
merupakan surat keterangan sabnya - - -
hasil hutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Psal17 Setiap orang dilarang: 

a. membawa alat-alat berat 
dan/atau alat-alat lain yang 
lazim a tau patut diduga akan - - -
digunakan untuk melakukan 

b. melakukan kegiatan 
penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa 

. . - - -lZtn 

Menteri; 
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C. mengangkut dania tau 
menenma titipan hasil 
tam bang yang berasal dari - - -kegiatan penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin; 

d. menjual, menguasai, 
memiliki, dan/atau 
menyimpan hasil 
tam bang yang berasal dari - - -
kegiatan penambangan di dalam 
kawasan hut an tanpa tzm; 
dan/atau 

e. membeli, memasarkan, dan/atau 
mengolah hasil tambang dari 
kegiatan penambangan di - - -
dalam kawasan hutan tanpa izin. 

2. Setiap orang dilarang: 
a.membawa alat-alat berat 

danlatau alat-alat lainnya yang 
lazim atau patut diduga akan - - -
digunakan nntuk melakukan 

b.melakukan kegiatan 
perkebunan tanpa izin Menteri - - -
di dalam kawasan hutan; 

c. mengangkut dan/atau 
menerima 

.. 
tit1pan hasil 

perkebunan yang berasal dari - - -
kegiatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tan_l)_a izin; 
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! d.menjual, menguasai, 
memiliki, dan/atau 
meny1mpan basil 
perkebunan yang berasal - - -dari kegiatan perkebunan di 
dalam kawasan hutan tanpa izin; 
danlatau 

e. membeli, memasarkan, 
dan!atau mengolah hasil 
kebun dari perkebunan yang 
berasal dari kegiatan - - -
perkebunan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin. 

Pasal 19 Setiap orang yang berada di dalam 
a tau di luar wilayah Indonesia, 
dilarang: 
a. menyuruh, mengorganisasi, 

a tau menggerakkan pembalakan 
liar dan!at.au - - -penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah; 

b. ikut serta melakukan a tau 
membantu tetjadinya pembalakan - - -
melakukan permufakatan jahat 
untuk melakukan pembalakan 
liar dan! atau penggunaan - - -
kawasan hutan secara tidak sah; 

d. mendanai pembalakan liar 
danlatau penggunaan kawasan - - -
hutan secara tidak sah secara ! 

-··- ; 
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I! t' I 

langsung atau tidak langsung; I 
e. menggunakan dana yang diduga j 

berasal dari basil pembalakar1 - - - I 
f. mengubah status kayu hasil 

pembalakan liar dan/ atau hasil 
penggunaan kawasan hut an 
secara tidak sah, seolah-olah 
menjadi kayu yang sah, atau basil - - -
penggunaan kawasan hutan yang 
sah untuk dijual kepada pihak 
ketiga, baik di dalam maupun di 
luar negeri; 

g. memanfaatkan kayu hasil 
pembalakan liar dengan 
mengubal1 bentuk, ukuran, - - -
tennasuk pemanfaatan 
limbahnya; 

h. menempatkan, men transfer, 
membayarkan, membelanjakan, 
menghibahkan, menyumbangkan, - - -
menitipkan, . 

i. menyembunyikan a tau 
menyamarkan asal usul harta 
yang diketahui atau patut diduga 
berasal dari basil pembalakan liar 
dan/a tau hasil penggunaan - - -
kawasan hutan secara tidak sah 
sehingga seolah- olah menjadi 
harta kekayaan yang sah I 
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,, 

Pasal20 Setiap orang dilarang rnencegah, 
f 
t. , 

merintangi, dan/atau menggagalkan 
secara langs:.mg rnaupun tidak 
langsung upaya pemberantasan - - -
pembalakan liar dan penggunaan 
kawasan hutan stcara tidak sah 

Pasal 21 Setiap orang dilarang I memanfaatkan kayu hasil 
pembalakan liar dan/a tau 
penggunaan kawasan hutan secara ' - i - -
ti dak sah yang berasal dari hutan 
konservasi. 

Pasal22 Setiap orang dilara:J.g menghalang-
halangi dan/atau menggagalkan 
penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, a tau pemeriksaan di - - -
sidang pengadilan tindak pi dana 
pembalakan liar dan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah 

Pasal 23 Setiap orang dilarang melakukan 
intimidasi dan/atau an cam an 
terhadap keselamatan petugas yang I 
rnelakukan pencegahan dan - - -
pernberantasan pembalakan liar dan 
penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah. 

Pasal24 Setiap orang dilarang: I 

69 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Palber Turnip - Analisis Hukum Pasal 112 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan...



Pasal20 Setiap orang dilarang mencegah, 
merintangi, dan/atau menggagalkan 
secara langsung maupun tidak 
langsung upaya pemberantasan -
pembalakan liar dan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah 

Pasal21 Setiap orang dilarang 
memanfaatkan kayu basil 
pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara 

; -
ti dak sah yang berasal dari hutan 

l konservasi. 

Pasal22 Setiap orang dilara."g menghalang-~ 
halangi dan!atau menggagalkan 
penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, a tau pemeriksaan di -
sidang pengaciilan tindak pi dana 
pembalakan liar dan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah 

Pasa123 Setiap orang dilarang melakukan 
intimidasi dan/atau an cam an 
terhadap keselamatan petugas yang 
melakukan pencegahan dan -

! pemberantasan pembalakan liar dan 
penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah. 

Pasal24 Setiap orang dilarang: 

- -

r - -

- -

- -

' ! 
i 
I 
I 

I 

! 

! 
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~ I 
.. 

.~ 
~ 

IJ. 
a. memalsukan surat lZ!fl ' 

pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan/atau penggunaan kawasan - - -
hutan; 

b. menggunakan surat lZtn palsu 
pemanfaatan hasil - - -

C. memindahtangankan a tau 
menjual izin yang dikeluerkan 
oleh pejabat yang berwenang 
kecuali dengan persetujuan - - -
Menteri . 

Pasal25 Setiap orang dilarang merusak 
saran a dan prasarana pelindungan 
hutan. - - -

Pasal26 Setiap orang dilarang merusak, 
memindahkan, atau menghilangkan 
pal batas Iuar kawasan hutan, batas 
fungsi kawasan hutan, a tau batas 
kawasan hutan yang berimpit dengan - - -
batas negara yang mengakibatkan 
perubahan bentuk dan/a tau luasan 
kawasan hutan 

Pasal27 Setiap pejabat yang mengetahui 
tetjadinya perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, - - -
15, 16,17, dan 19 wajib 
melakukan tindakan sesua1 i i 

·- -
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dengan 
kewenangannya. 

Pasal28 Setiap pejabat ctilarang: 
a. menerbitkan lZtn pemanfaatan 

hasil hutan kayu dan!atau 
penggunaan kawasan hutan 
di dalam kawasan hutan - - -
yang tidak sesua1 dengan 
kewenangannya; 

b. menerbitkan izin pemanfaatan 
di dalam kawasan hutan 
dan/atau 

.. 
lZln penggunaan 

kawasan hutan yang tidak - - -
sesuat dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

C. melindungi pelaku 
pembalakan liar danlatau 

kawasan hutan - - -penggunaan 
secara tidak sah: 

d. ikut serta a tau membantu 
kegiatan pembalakan liar 
dan!atau penggunaan kawasan - - -
hutan secara tidak sah; 

e. melakukan pennufakatan 
untuk terjadinya pembal.akan - - -

f. menerbitkan surat keterangan 
sahnya hasil hutan tanpa hak; - - -
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~I 
I 

g. dengan sengaja melakukan 
pembiaran dalam - - -
melaksanakan tugas; dan/atau 

h. lalai dalam melaksanakan tugas. - - -
Keterangan Tabel 

X Tidak dapat diterapkan karena sudah dinyatakan dincabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ~ 
aturan Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang PencP.gahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. 
Tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan un-sur-unsur pasal. -

Sumber Data: Diolah sendiri 

72 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Palber Turnip - Analisis Hukum Pasal 112 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan...



73 

C. Terjadinya Kekosongan Hukum di Dalam Penegakan Hukum Pidana 
Bidang Kehutanan dalam l)er:ipektifPPNS Kementerian Kehutanan. 

Kekosongan atau vacuum (Bid) menurut Kamus Besar bahasa Indonesia 

(KBBI)49 cetakan kedua tahun 1989, "Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, 

dan sebagainya) kosong atau kehampaan", yang dalam Kamus Hukum diartikan 

dengan Vacuum (Bld) yang ditetjemahkan atau diartikan sama dengan "kosong 

atau lowong". 50 Dari penjelasan diatas maka secara sempit «kekosongan hukum" 

dapat diartikan sebagai "suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan 

perundang-undangan (hukum) yang mengah1r tata tertib (tertentu) dalam 

masyarakaf', sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat 

dikatakan sebagai "kekosongan undang-undanglperaturan perundang-undangan'' . 

Kekosongan yang timbul, bisa juga terjadi bukan semata-mata karena 

pcrkembangan masyarakat yang lebih cepat dari perkebangan aturan, namun juga 

karena hakiki perah1ran dan perundang-undangan adalah sesuatu yang selalu 

senantiasa berbenturan tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala yang lain. 51 

Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan menyatakan bahwa "Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan adatah proses pembuatan peraturan pemndang-undangan yang pada 

dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pemmusan, 

49 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBl), Balai Pm.taka Jakarta, 1989 
5° Kamus Hukum (Edisi Lengkap) 
51 Surojo Wignjodipuro, Pengantar Jlmu lfukum (1-Jimpunan Kufiah) , (Bandung: Alumni Bandung, 

1971 ), hal.37 
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pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan". Kemudian dalam 

Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa "Perencanaan 

pcnyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas)". Prolegnas itu sendiri menurut Pasal I angka 9 adalah "instrumen 

perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara 

berencana, terpadu dan sistematis". Prolegnas menjadi salah satu dari 

mekanisme program legislasi. Karena disamping Prolegnas 

(pemerintah/eksekutif) yang menampung rencana-rencana legislasi dari 

departemen-departemen!Lembaga Pemcrintah Non Departemen. 52 

Dalam penyidikan tindak pidana, Penyidik Kementerian Kehutanan 

adalah bagian dari rangkaian Penegakan Hukum (Crime Justice System), yang 

melakukan penyidikan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang

undang lingkup Kementerian Kehutanan, yakni : Undang-undang Nomor 05 

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya 

(Pasal 39 Ayat 1,2,3 dan4), Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan (Pasal 77 Ayat 1,2 dan 3) dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Pasal 29, 30, 31, 

32,33 dan 34). 

Kondisi kekosongan hukum dapat diakibatkan oleh Selain itu kekosongan 

hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam 

52 UU No. 10 Tahun 2004 tcnlan?- Pcmbcnlukun PcralLLran Pcrundang-undangan 
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suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu 

peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal 

ini sebenamya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa "terbentuknya 

suatu peraturan perundang-undangan senantiasa terti nggal atau terbelakang 

dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat.53 

Kondisi kekosongan hukum dalam tulisan ini adalah, adanya keosongan 

hukum akibat timbu!nya undang-undang baru yang mengakibatkan perubahan 

pada undang-undang sebelumnya, yang menyebabkan terjadinya ketiadaan 

aturan yang mengikat tindakan yang dapat merusak hutan seperti yang 

ditnmpilkan dalam Tabel Pengujian Beberapa Narasi Kasus Terhadap 

Perundang-undangan Bidang Kehutanan. 

D. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kondisi Kekosongan Hukum 

Makna kata Penegakan" (nomina), dari verba ('menegakkan" diartikan 

sebagai proses, cara, atau perbuatan menegakkan. Jadi, makna penegakan adalah 

perbuatan menegakkan, proses menegakkan a tau cara menegakkan. 54 

Sedangkan Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 

53 Sesuai dengan pendapat Andi Basrui(Kepala Balai Besar TNGl) dan Sapto Adji 
Prabowo{Kepala BPTN Wil-111 Stabat) yang menyatakan bahwa setelah diundangkannya Undang
undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencega han dan Pemberantasan Perusakan Hutan, semakin 
sulit untuk me nentukan pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada tindakan-tindakan oknum yang 
dapat merusak hutan. 

s4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edi.si Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka-2005), hal. 1155. 
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I). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana 

(criminal act). 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 

telah rnelanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertang[:,.rungjawaban hukum pidana 

(criminal liability atau criminal responsibility) 3). Menentukan dengan cara 

bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang 

disangka telah melanggar 1arangan tersebut.55 

E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi mengartikan, "Hukum Pidana adalah 

serangkaian k.etentuan-ketentuan yang mengatur: tingk.ah laku yang dilarang 

atau diharusk.an yang (terhadap pelanggarnya) dianca.rn dengan pidana, jenis 

dan macam pidana dan cara- cara menyidik, menuntut, pemetiksaan 

persidangan serta melaksanakan pi dana" . 56 

Menurut Simons, dikutip Andi Hamzah dalam bukunya, ''Asas-

asas Hukum Pidana", Hukum pidana dibedakan kedalam hukum 

pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil 

(abstrak) adalah mengandung petunjuk- petunjuk dan uraian tentang delik, 

peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang 

55 Moeljatno, Loc. Cit 
56 E. Y.Kantcr dan S.R. Sianturi, Asas-asas Jfu/..1111l / 1idana di Indonesia dan 

J>enerapannya,(Jakalta: Storia Grafika, 2002) hal. 8 
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(\·trqfbaarheid), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan 

tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat 

dipidana. Masih menurut Simons, Hukum Pidana forrnil bersifat nyata atau 

konkret atau disebut juga sebagai hukum acara pidana. Hukum Pidana 

forrnil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pcjabatnya 

menggunakan haknya untuk memidana. 57 

Penegakan hukum pidana formil dilakukan dengan perantaraan 

badan-badannya (Penyidik, Jaksa, Hakim) untuk menjalankan dapat 

menjalankan (kewajiban Penyidik, Jaksa, Hakim58
) untuk menyidik, 

menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan, dan mengawasi terhadap 

putusan pengadilan pidana. 

Di dalam Undang-undang Nomor l8 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan hutan, sebenarnya terdapat beberapa pasal yang 

member kewenanangan yang lebih kepada Penyidik PNS dalam usaha penegakan 

hukum Bidang Kehutanan, antara lain : 

1. Bahwa Wilayah Hukum Penyidik PNS adalah seluruh wilayah Republik 
Indonesia termasuk wilayah kepabeanan.59 

2. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat 
menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terka.it 
guna dijadikan dasar meminta :60 

57 
Andi Hanv.ah, 11sas-sas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 2-3 

58 Pusat Bahasa Depattemen Pcndidikan Nasional "K.amus Besar Bahasa Indonesia" 
(Jakarta: Balai Pustaka-2005) hal 1266. Arti kata "kewajiban" adalah sesuatu yang diwajibkan, 
sesuatu y<mg hanlS dllaksunakan, keharusan, pckcrjaan, lugas mcnmut bukum 

s<J Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Ten tang P3H . 
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a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui 
pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan 
dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; dan/atau. 

b. meminta infonnasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi 
lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, 
merencanakan, dan melakukan perusakan hutan. 

3. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta 
keteranga.n kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau 
terdakwa. 61 

4. Untuk kcpentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau bakim berwenang:62 

a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 
terdakwa kepada unit kerja terkait; 

b . meminta bantuan kepada l:'usat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan 
ter:sangka; 

c. meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang 
berpergian ke luar negeri; 

d. mcnetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam 
daftar pencanan orang; dan/atau 

e. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. 

Hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti atau petunjuk yang membantu 

PPNS membuktikan perkara yang scdang disidik. 

5. Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi :63 

60 Pasal 34 dan 35 Undang-undan.g Nomor 18 Tahun 2013 Tcntang P311. 

61 Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. 

62 Pasal 36 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. 

63 
Pasal 37 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. 
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a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana; dan/atau 

b. Alat bukti lain berupa: 

1. infonnasi elektronik; 

2. dokumen elektronik; dan/atau 

3. peta. 

Hal ini dapat membantu PPNS dalam upaya melakukan pembuktian 

terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan penyidikan. 

6. Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) 

jam. 

Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi 

tzm untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 

(tiga kali dua puluh empat) jam. Artinya, menurut undang-undang ini, PPNS 

dapat melakukan penangkapan maksimal 5 x 24 jam, adalah hal yang tidak 

diatur sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan 

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990. 

Keunggulan-keunggulan yang disebutkan di atas menjadi tidak berguna ketika 

tindakan yang dapat merusak hutan tidak dapat dijerat dengan perundang-

undangan yang ada. Pencabutan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, 

huruf f, huruf g, huruf h, huruf j , serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (l) 
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mengenai ketentuan pidana terhad.ap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengena i 

ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan hurufb, ayat (6), ayat (7), 

ayat (9), dan ayat (1 0) adalah tindakan yang merusak tatanan peraturan perundang

undangan yang baik dan sudah ada sebelumnya. 

Pasal 50 Ayat 3 huruf a, b dan h adalah pasal yang selama ini sangat efeklif 

di dalam menjerat segala kegiatan merusak hutan, memungut, mengangkut hasi l 

hutan secara tidak sah.64 Dan penghapusan pasal-pasal tersebut tidak diikuti 

pengaturannya kembali di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dan tidak 

ditemukan juga di dalam Undang-undang Nomor OS Tahun 1990, sehingga 

menyebabkan Kekosongan Hukum yang akan berdampak besar bagi upaya 

penegakan hukum bidang kehutanan oleh Penyidik PNS kementerian kehutanan. 

Meskipun dalam usaha penemuan hukum, kekuasaan hakim dapat 

menginterpreta.si atau menafsirkan peraturan perundang-undangan secara positif 

Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap 

kasus yang tetjadi, karena ada kalanya UU tidak jela~, tidak hmgkap, atau 

mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (out of date). 

Berdasarkan Pasal 22 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor 

Jnd,onesia; Stb. 1847 : 23) dan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 (pokok-pokok 

kekuasaan Kehakiman) seorang hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak 

Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. 

, 
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memeriksa perkara dengan dalih UU tidak sempuma atau tidak adanya aturan 

hukum . 

Dalam kondisi UU tidak lengkap atau tidakjelas maka seorang hakim harus 

melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Penemuan hukum diartikan sebagai 

sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya 

terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain 

penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum 

dan abstrak berdasarkan peristiwa yang real terjadi . Dengan kata lain, hakim harus 

menyesuaikan UU dengan hal -hal yang konkrit, oleh karena pcraturanperaturan 

yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat. 

Selain itu apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas maka 

hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang 

sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai 

kepastian hukum.65 

Namun, apakah seorang Penyidik PNS mau melakukan peyidikan terhadap 

suatu tindakan yang tidak diatur di dalam undang-undang yang diembannya .. . ??? 

Dalam konsep hukum yang menerapkan Azas Legalitas, tidak ada suatu tindakan 

yang dapat dihukum jika tidak ada hukum yang mengatur tindakan tersebut. 

Dengan demikian, akibat dari ketiadaan aturan yang mengikat, maka 

dipastikan walaupun suatu tindakan yang dilakukan seseorang dapat merusak 

65 UU No. 14 Tahun 1970 Tcntang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. 
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hutan, perkara perusakan tersebut tidak akan pernah sampai ke persidangan untuk 

diadili oleh hakim . 

E. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kekosongan Huknm 

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kekosongan adalah sebagai 

berikut : 

1. Penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim. Mesk.i tetjadi kekosongan 

hukum, terdapat suatu ~.;saha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-

undangan bisa diberlakukan secara positif. Hal ini dapat di lakukan dalam 

kondisi adanya perbedaan interpretasi oleh para prakatisi hukum, atau aturan 

tidak lengkap atau tidak jelas, dan bukan pada kondisi tidak ada aturan yang 

mengatur suatu perbuatan. Dalam kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas 

maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukun1 (rechtsvinding). 

Penernuan hokum diartikan sebagaj sebuah proses pembentukan hukum oleh 

hak.im atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang 

konkrit.66 

2 . Kebijakan/prakarsa dari Pembentuk Perundang-undangan. Walaupun hakim 

ikut menemukan hukum> menciptakan peraturan perundangundangan, namun 

kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun 

eksekutif (sebagai badan pembentuk perundang-undangan) sebagaimana DPR 

dan Pemerintah (Presiden). Keputusan Hakim tidak mempunyai kekuatan 

66 Pasal 22 A.R. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847 : 23) dan 
Pasal14 UU No. 14 Tahun 1970 (pokok-pokok kekuasaan Kehakiman) 
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hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berl M, '·' 

terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.67 

3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak proses pembuaLan 

peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik 

penyusunan, perumusan, pcmbahasan, pengesahan, pengundangan, dan 

penyebarluasan harus merupakan suatu usaha yang sinergis.68 

4 . Mengajukan Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tetang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan secara khusus Pasal 112, atau : 

5. Mengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan 

Undang-undang N0mor 18 Tahun 2013 dengan undang-undang yang lebih 

baik. 

Sejak dirancang sebagai undang-undang, Undang-undang Nomor 18 tahun 20 13 

sudah mengalami beberapa uji materi yang diajukan oleh berbagai pihak, yang 

menyebabkan perubahan pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, antara lain : 

1. Putusan MK No. 95/PUU-:XW201469 

Tabel3 : AmarPutusanMK No. 95/PUU-XII/2014 

67 Pasal 21 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847: 23) yang 
menyatakan bahwa "hakim tidak dapat membe1·i keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan 
umum ". Lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 1917 KUH Perdata (B. W.) bahwa ''kekuasaan 
keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu. 

611 Pasal I angka I dan Pasal 15 TnJ No. 10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

69 Sumbcr: Amar Putusan MK No.95/PUU-XII/20 14 
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Pasal 50 ayat (3) huruf e dan Dikabulkan oleh MK 
hurufi UUNo. 41 

2 Pasal 50 ayat (3) huruf a, Ditolak oleh MK 
hurufb, dan hurufk, 

3 

jelasan sal 12, Pasal 15 ayat 
( 1) huruf d, dan 

Pasal81 UU No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan 

Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat 
(1) huruf d, Pasal 11 ayat ( 4), 
Pasal 12 huruf a, Pasal 12 
hurufb Pasal 12 

huruf c, Pasal 12 huruf d, 
Pasat 12 huruf e, Pasal 12 

huruffPasal12 hurufh, Pasal 
12 hurufk, Pasal 12 hurufl, 
Pasal 12 hurufm; Pasal 16, 
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal19 hurafa dan hurufb, 
Pasat 26, Pasal46 ayat (2), 
ayat (3) dan ayat ( 4), Pasal 52 

2. Putusan MK No. 34/PUU-X/20 1170 

Tidak dapat diterima 

Catatan: Permohonan yang amar 
putusannya tidak dapat diterima dapat I 
diajukan pengujian kembali oleh 
Pemohon kepada MK 

Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sehingga 

berubah menjadi : "Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan 

hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan 

70 
Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 
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peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional". Dengan kata lain, penguasaan atas kawasan hutan dan berbagai 

bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah terhadap kawasan hutan tidak 

boleh dilakukan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat hukum adat, dan hak masyarakat yang telah diberikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 

Putusan ini merupakan putusan yang fundamental karena mengubah 

definisi kawasan hutan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. 

Perubahan bunyi Pasal tersebut adalah: "Kawasan hutan adalah wilayah 

tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap." Perubahan tersebut 

meByebabkan kawasan hutan yang hanya baru selesai ditunjuk tidak 

memiliki legalitas sebagai kawasan hutan sampai selesai dilakukan seluruh 

tahapan pengukuhan kawasan hutan. · Putusan ini menghendaki Pemerintah 

segera melakukan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan 

RTRW dan pendapat masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan 

hutan. 

4. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 

Putusan ini merupakan landmark decision yang mengubah Pasal 1 angka 6 

UU Kehutanan mengenai defini si hutan adat. Perubahan tersebut sebagai 

berikut: "Rutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah 
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masyarakat hukum adat." lmplikasi dari putusan tersebut adalah pemeri nl,ih 

harus mengernbalikan dan mengakui keberadaan hutan adat yang selama ; 1 · 

telah terlanjut ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan 

hutan. 

Memperhatikan uraian tersebut di atas, dan setelah dianalisa denga11 

teori hukum yang ada terbitnya Undang-undang Nomor 18 tahun 20 l ~ 

Tentang Pencegahan dan pemberantas.an perusakan hutan diduga bukan dar1 

suatu pemcanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bai: 

seperti yang diamanatkan oleh Pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang Nom or 10 

tahtlfl 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

meliputi : 

1. Azas Kej elasan umum~ 
2. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
3. Asas kesesuaian antarajenis dan ma!.eri muatan; 
4. Asas dapat dilaksanakan: 
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
6. Asas kejelasan rumusan; 

Dan secara khusus adalah as as kesesuaian an tara j enis dan materi 

muatan, yang mana Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pecegahan 

dan Pemberantasan Pemsakan Rutan, dikhawatirkan malah akan menghambat 

usaha pemberantasan perusakan hutan. 

Demikian juga asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dikhawatirkan 

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dalam implementasinya tidak akan 
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berdayaguna dan berhasilguna (tidak efektif dan tidak efisisen) dalam usaha 

pemberantasan perusakan hutan. 

Dari segi kemanfaatan hukum, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, 

dikhawatirkan tidak dapat menjalankan manfaatnya sebagai Social 

Engineering dan Social Controling. 

Ketidakmampuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 memenuhi 

kriteria sebagai undang-undang yang baik akan membuat fungsi hukum 

sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan nasional tidak akan berjalan 

dengan baik, sehingga cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang 

terdapat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 tidak akan tercapai. 
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